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ABSTRAK

Sejak berdirinya, BPJS telah-memberikan dampak positif dalam meningkatkan
akses masyarakat terhadap layanan kesehatan. Dengan menyelenggarakan program
jaminan kesehatan yang komprehensif, membantu mengurangi beban finansial
masyarakat dalam menghadapi biaya kesehatan yang tinggi. Tujuan penelitian ini
adalah untuk mengetahui Pengaturan penetapan pembukaan fasilitas kesehatan
JKN-BPJS. Keadilan hukum dan manfaat hukum dalam pengambilan keputusan
kerjasama fasilitas kesehatan dengan BPJS. Metode yang digunakan dalam
penelitian ini adalah hukum baku yang menggambarkan fakta-fakta hukum yang
diperoleh melalui pemeriksaan lebih lanjut dan menganalisisnya secara deskriptif
dengan metode deduktif. Hasil dalam penelitian ini adalah Perlindungan hukum
terhadap provider JKN-BPJS dalam memberikan pelayanan  kesehatan yang
berkualitas menjadi prioritas, termasuk dalam mekanisme penyelesaian sengketa
dan pengaturan tarif yang adil. Manfaat hukum dari kerjasama ini mencakup
perlindungan hak dan kewajiban yang jelas bagi kedua belah pihak, serta
pengaturan mekanisme  penyelesaian sengketa yang  transparan, hal hal ini
merupakan manfaat hukum dari kerjasama antar provider dan JKN BPJS dalam
kerangka besar pemenuhan hak hak public.

Kata kunci: BPJS, Penetapan, keputusan, hukum
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I. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) memiliki peran yang sangat
penting dalam penyelenggaraan jaminan kesehatan di Indonesia. Sebagai
lembaga yang didirikan berdasarkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011,
BPJS bertanggung jawab atas penyelenggaraan program jaminan sosial di
berbagai sektor, termasuk jaminan kesehatan. Salah satu peran dari layanan
kesehatan ini, memiliki tujuan utama untuk menyediakan akses pelayanan
kesehatan yang merata dan terjangkau bagi seluruh masyarakat Indonesia.
Menurut (Pungky & Puspitasari, 2014) BPJS sendiri menjadi lembaga
pengelola “dan penyedia dana bagi layanan kesehatan yang mencakup
pencegahan, pengobatan, dan pemulihan. Memberikan layanan jaminan
kesehatan dengan menerapkan prinsip solidaritas, di mana setiap peserta, baik
dari kalangan pekerja formal maupun nonformal, memiliki hak yang setara
untuk mendapatkan pelayanan kesehatan (Nurhidayah & Emelia, 2022).
Kontribusi iuran peserta-BPJS digunakan untuk mendanai berbagai program
kesehatan, termasuk layanan di fasilitas kesehatan, obat-obatan, serta upaya
promosi kesehatan.

Sejak berdirinya, BPJS  telah memberikan dampak positif dalam
meningkatkan akses masyarakat terhadap layanan kesehatan.  Dengan
menyelenggarakan program jaminan kesehatan yang komprehensif, membantu
mengurangi beban finansial masyarakat dalam menghadapi biaya kesehatan
yang tinggi. Berperan sebagai regulator yang mengawasi dan mengelola
penyelenggaraan pelayanan kesehatan agar sesuai-dengan standar yang
ditetapkan. Hal ini mencakup pengawasan terhadap fasilitas kesehatan, regulasi
obat-obatan, serta pengendalian biaya agar tetap terjangkau dan berkelanjutan.
Namun, peran layanan kesehatan ini tidaklah tanpa tantangan (Nurhayani &
Rahmadani, 2019). Tantangan utama yang dihadapi meliputi keberlanjutan
keuangan, peningkatan kualitas layanan, dan peningkatan partisipasi

masyarakat. Keberlanjutan keuangan menjadi isu krusial mengingat besarnya



dana yang dikelola oleh BPJS. Oleh karena itu, pemantauan dan perbaikan
kebijakan menjadi langkah yang krusial untuk menjaga keseimbangan
keuangan lembaga ini.

BPIJS tidak hanya menjadi lembaga yang mengelola jaminan kesehatan,
tetapi juga merupakan pilar utama dalam penyelenggaraan sistem kesehatan
nasional. Melalui upaya-upaya inovatif dan terus-menerus untuk meningkatkan
kualitas layanan, layanan kesehatan ini berpotensi memberikan dampak positif
yang lebih besar dalam mewujudkan visi kesehatan yang merata dan terjangkau
bagi seluruh lapisan masyarakat Indonesia. Sebagai lembaga sosial yang
memiliki tanggung jawab besar, menurut (Sulisna et al., 2023) memberikan
jaminan kesehatan untuk masyrakat dan terus berkomitmen untuk memberikan
kontribusi yang berarti dalam pemenuhan hak kesehatan setiap warga negara
Indonesia. Fasilitas kesehatan pratama memegang peranan sentral dalam
penyediaan layanan kesehatan masyarakat di Indonesia. Sebagai penyedia
layanan kesehatan tingkat pertama, fasilitas ini berfungsi sebagai gerbang
utama- bagi masyarakat  dalam mendapatkan perawatan dan pengobatan.
Fasilitas kesehatan pratama mencakup puskesmas, klinik dokter, dan praktek
mandiri yang tersebar di berbagai daerah, baik perkotaan maupun pedesaan.
Keberadaan mereka menjadi sangat signifikan dalam menciptakan aksesibilitas
pelayanan kesehatan yang merata di seluruh wilayah, sehingga masyarakat
dapat dengan mudah mengakses perawatan kesehatan yang diperlukan. Berikut

ini merupakan data pengguna BPJS masyarakat Indonesia.

PBIAPBN 111,1 Juta

FBI APBD 41,3 Juta

PPUPN

19,1 Juta

PPUBU

42,5 Jutz

PPU Pekerja Mandiri

30,3 Juta

Bukan Pekerja 46 Juta

Tatal 243,7 Juta

o

50 Juta 100 Juta 150 Juta 200 Juta 250 Juta 300 Juta

jwmajiwa

Gambar 1. Jumlah Peserta Jaminan Kesehatan Nasional BPJS Kesehatan



Berdasarkan tabel diatas dapat diismpulkan bahwa Berdasarkan informasi
dari Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan, jumlah peserta
Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) pada 31 Januari 2023 telah mencapai
249,67 juta jiwa. Data ini menunjukkan bahwa mayoritas peserta JKN berasal
dari kelompok Penerima Bantuan Iuran dari APBN (PBI APBN) sebanyak
111,14 juta jiwa atau 44,51% dari total peserta. Sementara itu, peserta dari
kelompok Penerima Bantuan Iuran dari APBD (PBI APBD) mencapai 41,34
juta jiwa (16,55%), Pekerja Penerima Upah Penyelenggara Negara (PPU PN)
sebanyak 19,14 juta jiwa (7,66%), dan  Pekerja. Penerima Upah selain
penyelenggara negara (PPU BU) mencapai 42,57 jutajiwa (17,05%). Selain itu,
ada 30,91 juta jiwa (12,38%) peserta yang memiliki status Pekerja Penerima
Upah Pekerja Mandiri (PPU Pekerja Mandiri), dan 4,56 juta (1,82%) peserta
JKN yang bukan berasal dari kalangan pekerja. JKN menyediakan enam jenis
layanan, 'yakni pelayanan kesehatan tingkat pertama, rawat jalan tingkat
pertama (RJTP), rawat inap tingkat pertama (RITP), pelayanan kesehatan
rujukan tingkat lanjutan, rawat jalan tingkat lanjutan (RJTL), dan rawat inap
tingkat lanjutan (RITL). Data ini memberikan gambaran komprehensif tentang
distribusi peserta JKN dari berbagai kelompok dan jenis layanan yang
disediakan (Cindy Mutia Annur, 2023).

Kerjasama antara BPJS ‘dan fasilitas  kesehatan pratama mencakup
pemberian layanan dasar, pencegahan penyakit, hingga layanan medis lebih
lanjut. Fasilitas kesehatan pratama berperan sebagai pelaksana utama program-
program kesehatan yang dirancang oleh tim pengembangan jaminan kesehatan,
termasuk program imunisasi, kesehatan ibu dan anak, dan upaya-upaya
promotif preventif lainnya. Keberadaan fasilitas kesehatan pratama dalam
kerangka BPJS menunjukkan integrasi yang penting dalam sistem kesehatan
nasional (Sulisna et al., 2023). Dengan memanfaatkan jaringan dan kapasitas
pelayanan yang dimiliki oleh fasilitas kesehatan pratama, BPJS dapat lebih
efektif menjangkau peserta jaminan kesehatan. Dan sudah sesuai dengan
undang-undang ketentuan Pasal 69 ayat (1) dan Pasal 73 ayat (1) dan ayat (2)

Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan



sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden
Nomor 64 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden
Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan (Menteri Kesehatan RI,
2023).

Pembukaan fasilitas kesehatan (faskes) yang bekerja sama dengan Jaminan
Kesehatan Nasional (JKN) dan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS)
merupakan isu yang semakin penting dalam konteks pilpres terbaru pada Mei
2024. Analisis yuridis terhadap pertimbangan penetapan keputusan ini
memerlukan pemahaman mendalam mengenai kerangka hukum dan regulasi
yang mengatur sistem jaminan kesehatan di Indonesia. Berdasarkan Undang-
Undang No. 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional dan
Peraturan Presiden No. 12 Tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan, terdapat
kewajiban-bagi pemerintah untuk menjamin akses pelayanan kesehatan yang
merata dan berkualitas bagi seluruh masyarakat. Dalam konteks ini, keputusan
untuk membuka faskes JKN BPJS harus didasarkan pada pertimbangan yuridis
yang matang dan berlandaskan prinsip-prinsip hukum yang berlaku.

Salah satu aspek penting dalam analisis yuridis ini adalah kesesuaian
dengan prinsip hak atas kesehatan yang diatur dalam Pasal 28H ayat (1)
Undang-Undang Dasar 1945, yang menjamin bahwa setiap orang berhak
mendapatkan layanan kesehatan yang layak. Oleh karena itu, pembukaan faskes
baru harus mempertimbangkan kebutuhan dan distribusi populasi, agar akses
layanan kesehatan dapat merata di berbagai wilayah. Selain itu, peraturan
terkait akreditasi dan standar pelayanan kesehatan juga harus dipenuhi untuk
memastikan bahwa faskes yang dibuka memiliki kualitas yang memadai dan
mampu memberikan pelayanan sesuai dengan standar yang ditetapkan oleh
Kementerian Kesehatan.

Proses penetapan keputusan juga harus transparan dan akuntabel. Partisipasi
publik dan keterlibatan pemangku kepentingan, termasuk pemerintah daerah,
masyarakat, dan penyedia layanan kesehatan, sangat penting untuk memastikan
bahwa keputusan yang diambil mencerminkan kebutuhan dan kepentingan

masyarakat luas. Dalam hal ini, peran BPJS Kesehatan sebagai badan yang



mengelola dan mengawasi pelaksanaan JKN menjadi krusial untuk memastikan
bahwa semua prosedur dan ketentuan hukum dipatuhi dengan baik.

Aspek pembiayaan juga merupakan pertimbangan penting dalam analisis
yuridis ini. Sesuai dengan peraturan perundang-undangan, BPJS Kesehatan
harus memastikan bahwa pembiayaan untuk pembukaan faskes baru bersifat
efisien dan efektif, serta tidak membebani anggaran secara berlebihan. Evaluasi
terhadap sumber daya yang tersedia, termasuk tenaga medis, infrastruktur, dan
teknologi, harus dilakukan secara cermat untuk memastikan bahwa faskes yang
dibuka dapat beroperasi secara optimal. Dalam konteks pilpres 2024, keputusan
pembukaan faskes JKN BPJS juga memiliki implikasi politik yang signifikan.
Pemerintah yang berkuasa perlu menunjukkan = komitmennya dalam
memperbaiki sistem layanan kesehatan, yang merupakan salah satu isu utama
yang menjadi perhatian publik. Oleh karena itu, analisis yuridis terhadap
keputusan ini tidak hanya berfokus pada aspek hukum dan regulasi, tetapi juga
mempertimbangkan dampak politik dan sosial yang mungkin timbul.

Dengan mempertimbangkan semua aspek ini, keputusan pembukaan faskes
JKN BPJS yang tepat akan mampu meningkatkan akses dan kualitas layanan
kesehatan, serta memenuhi hak masyarakat untuk mendapatkan pelayanan
kesehatan yang layak. Melalui pendekatan yang holistik dan berbasis hukum,
pemerintah dapat memastikan bahwa setiap keputusan yang diambil tidak hanya
sah secara hukum, tetapi juga bermanfaat bagi masyarakat luas dan mendukung
tercapainya tujuan pembangunan kesehatan nasional.

Meskipun peran fasilitas kesehatan pratama sangat penting, tantangan yang
dihadapi oleh mereka juga perlu diperhatikan. Menurut (Wulan et al., 2022)
Beberapa di -antaranya - melibatkan kapasitas, kualitas pelayanan, dan
pemenuhan standar yang ditetapkan. Penting untuk terus meningkatkan
kerjasama antara BPJS dan fasilitas kesehatan pratama, memberikan dukungan
yang memadai, dan meningkatkan kapasitas mereka agar mampu memberikan
layanan kesehatan yang berkualitas sesuai dengan prinsip-prinsip dan standar
yang ditetapkan oleh BPJS. Peran fasilitas kesehatan pratama dalam

menyediakan layanan kesehatan masyarakat tidak hanya menjadi kunci dalam



mencapai tujuan BPJS, tetapi juga menjadi fondasi dalam membangun sistem
kesehatan yang inklusif dan berkelanjutan di Indonesia.

Kerjasama antara Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) dan fasilitas
kesehatan pratama memiliki gambaran umum yang mencakup sejumlah aspek,
termasuk persyaratan, prosedur, dan manfaat bagi kedua belah pihak. Menurut
(Ratnawati & Kholis, 2020) Dalam rangka menciptakan sistem layanan
kesehatan yang komprehensif dan- terintegrasi, bentuk kerjasama ini
menitikberatkan pada penyediaan pelayanan kesehatan yang merata dan
berkualitas untuk seluruh peserta BPJS. Persyaratan kerjasama antara BPJS dan
fasilitas kesehatan pratama melibatkan serangkaian ketentuan yang harus
dipenuhi oleh fasilitas tersebut. Persyaratan ini mencakup kriteria keberlanjutan
operasional, standar pelayanan, dan ketersediaan fasilitas kesehatan yang
memadai.

Prosedur kerjasama melibatkan serangkaian langkah yang harus diikuti oleh
fasilitas kesehatan pratama untuk 'dapat bekerja sama dengan BPJS. Ini
mencakup pendaftaran, penilaian kelayakan, dan pengawasan berkelanjutan.
Pada tahap pendaftaran, fasilitas kesehatan pratama diharuskan mengajukan
permohonan secara formal dan menyampaikan dokumen-dokumen yang
diperlukan. Melakukan penilaian terhadap kelayakan fasilitas tersebut untuk
menjadi mitra kerja BPJS, menurut (Kurnia & Mahdalena, 2022) Pengawasan
berkelanjutan dilakukan untuk memastikan bahwa fasilitas kesehatan pratama
terus memenuhi standar dan persyaratan yang telah ditetapkan. Manfaat
kerjasama akan dapat dirasakan oleh kedua belah pihak. Bagi fasilitas kesehatan
pratama, kerjasama ini membuka peluang untuk meningkatkan pasien dan
pendapatan mereka melalui pembayaran layanan kesehatan yang diberikan
kepada masyarakat.

Di sisi lain, peserta jaminan kesehatan juga mendapatkan manfaat akses
yang lebih luas terhadap layanan kesehatan, termasuk di fasilitas kesehatan
pratama di berbagai wilayah. Mereka dapat memperoleh pelayanan kesehatan
tanpa harus membayar secara tunai, sesuai dengan ketentuan dan cakupan yang

telah ditetapkan oleh BPJS. Kerjasama ini sejalan dengan tujuan untuk



menyediakan jaminan kesehatan yang merata dan terjangkau bagi seluruh
masyarakat Indonesia. Dengan terus meningkatkan prosedur, persyaratan, dan
manfaat kerjasama, keterjangkauan dan kualitas layanan kesehatan di Indonesia
dapat terus ditingkatkan (Surbakti, 2021). Kebijakan dan regulasi yang
mengatur kerjasama antara Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) dan
fasilitas kesehatan pratama menjadi landasan penting dalam pengambilan
keputusan dan pelaksanaan layanan kesehatan di Indonesia. Peraturan
perundang-undangan yang mengatur kerjasama ini bertujuan untuk
menciptakan kerangka kerja yang jelas, adil, dan transparan, serta memberikan
arahan yang tepat bagi kedua pihak yang terlibat.

Salah satu peraturan yang menjadi dasar utama adalah Undang-Undang
Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial. Undang-
undang ini-memberikan landasan hukum bagi BPJS dalam menyelenggarakan
program jaminan kesehatan, termasuk kerjasama dengan fasilitas kesehatan
pratama. Undang-undang ini mengatur hak dan kewajiban masing-masing pihak
serta prinsip-prinsip dasar yang harus-diikuti dalam kerjasama tersebut. Selain
undang-undang dasar, terdapat juga peraturan-peraturan turunan yang lebih
spesifik mengenai kerjasama BPJS dan fasilitas kesehatan pratama. Peraturan-
peraturan ini mencakup aspek-aspek teknis seperti mekanisme pembayaran,
prosedur pendaftaran fasilitas kesehatan, persyaratan layanan kesehatan, dan
audit kepatuhan. Peraturan-peraturan ini memberikan panduan praktis untuk
pelaksanaan kerjasama sehari-hari dan menjadi acuan bagi kedua belah pihak
(Putri, 2021).

Pentingnya kebijakan dan regulasi ini terletak pada upaya untuk
menciptakan standar pelayanan yang setara dan terukur di seluruh fasilitas
kesehatan pratama yang bekerjasama dengan BPJS. Hal ini sejalan dengan
tujuan BPJS untuk memberikan akses pelayanan kesehatan yang merata dan
berkualitas kepada seluruh peserta jaminan kesehatan. Melalui regulasi yang
jelas, kepastian hukum dapat terjamin, meminimalkan risiko konflik
kepentingan, dan meningkatkan akuntabilitas kedua belah pihak. Namun,

tantangan dapat muncul terutama dalam menghadapi perubahan kebijakan atau



regulasi yang dapat memengaruhi dinamika kerjasama antara BPJS dan fasilitas
kesehatan pratama. Menuurt (Ekawati & Nurhalimah, 2022) Oleh karena itu,
diperlukan mekanisme komunikasi dan pemantauan yang efektif untuk
memastikan bahwa regulasi yang diterapkan dapat diimplementasikan dengan
baik tanpa menghambat akses dan kualitas layanan kesehatan.

Dari segi hukum, identifikasi dan pemenuhan regulasi kesehatan serta
peraturan perundang-undangan yang berlaku juga merupakan tantangan yang
signifikan. Fasilitas kesehatan pratama harus memastikan bahwa praktik-
praktik mereka sejalan dengan ketentuan hukum yang diberlakukan oleh BPJS.
Hal ini termasuk pemahaman yang mendalam tentang kontrak dan perjanjian
kerjasama yang melibatkan aspek-aspek hukum tertentu, seperti kewajiban,
hak, dan tanggung jawab masing-masing pihak. Tantangan-tantangan tersebut
tidak hanya dapat mempengaruhi kemampuan fasilitas kesehatan pratama
dalam memenuhi persyaratan kerjasama dengan BPIJS, tetapi juga dapat
berdampak pada akses masyarakat terhadap layanan kesehatan yang berkualitas
(Kurnia & Mahdalena, 2022).

Keputusan yang diambil oleh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS)
dalam konteks kerjasama dengan fasilitas kesehatan pratama memiliki dampak
yang signifikan terhadap berbagai aspek, mencakup implikasi hukum, ekonomi,
dan pelayanan kesehatan yang dapat berpengaruh pada masyarakat secara
keseluruhan. Secara hukum, keputusan BPJS dalam memutuskan kerjasama
dengan  fasilitas kesehatan pratama dapat membawa implikasi terhadap
kewajiban kontraktual yang diatur dalam perjanjian kerjasama. Pelanggaran
kontrak atau ketentuan hukum tertentu dapat menghasilkan konsekuensi
hukum, sepertisanksi-atau tuntutan hukum, yang dapat berdampak pada
stabilitas dan reputasi fasilitas kesehatan tersebut (Husnawati et al., 2022). Dari
perspektif ekonomi, keputusan BPJS juga dapat memiliki dampak yang
substansial.

Implikasi terbesar dari keputusan kerjasama terletak pada layanan kesehatan
yang diberikan kepada masyarakat. Jika fasilitas kesehatan pratama kehilangan

kerjasama dengan BPJS, hal ini dapat mengakibatkan penurunan akses



masyarakat terhadap pelayanan kesehatan, terutama bagi peserta. Dampaknya
dapat dirasakan secara langsung oleh masyarakat, khususnya mereka yang
mengandalkan jaminan kesehatan dari BPJS untuk mendapatkan perawatan
medis. Menurut (Ria Febriana, 2017) analisis dampak keputusan ini harus
mempertimbangkan aspek pelayanan kesehatan sebagai indikator utama dalam
menilai konsekuensi sosial dan kesejahteraan masyarakat. Dalam merespon
dampak dari keputusan layanan kesehatan, penting bagi semua pihak terlibat,
termasuk BPJS, fasilitas kesehatan pratama, dan pemerintah, untuk
berkolaborasi dalam mencari solusi yang seimbang dan berkelanjutan.

Penelitian ini menggunakan teori keadilan. Teori keadilan menjadi landasan
kritis dalam mengevaluasi proses dan hasil keputusan, terutama dalam aspek
pemenuhan - permohonan - kerjasama. Aspek - distributif, ‘procedural, dan
interaksional keadilan menjadi fokus utama dalam konteks ‘ini. Distributif
keadilan berkaitan dengan alokasi sumber daya yang adil, memastikan manfaat
bersama dan pemenuhan kebutuhan masyarakat (Saputro, 2023). Sementara itu,
procedural ' keadilan menitikberatkan pada transparansi, partisipasi, dan
akuntabilitas dalam proses pengambilan keputusan. Dalam hal ini, penting
untuk memastikan bahwa proses evaluasi dan keputusan terhadap permohonan
kerjasama dilakukan dengan cara yang terbuka dan adil. Sementara itu,
interaksional keadilan mencakup kualitas interaksi antara pihak-pihak yang
terlibat dalam proses kerjasama, seperti fasilitas kesehatan dan BPJS.

Teori manfaat hukum menekankan pentingnya mencapai hasil yang
bermanfaat dan adil bagi semua pihak yang terlibat. Dalam kerangka kerjasama
antara fasilitas kesehatan dan BPJS, pemenuhan permohonan kerjasama
haruslah menghasilkan manfaat yang optimal, tidak hanya bagi lembaga
kesehatan dan BPJS sebagai mitra, tetapi juga bagi masyarakat yang menjadi
peserta program. Aspek manfaat hukum mencakup perlindungan hak-hak dan
kepentingan semua pihak, pemastian keseimbangan kepentingan, serta
pencapaian tujuan bersama. Menurut (Andreas & Ariawan, 2023) Teori ini
mengusung prinsip-prinsip tata kelola yang baik, transparansi, partisipasi

publik, dan akuntabilitas sebagai elemen kunci dalam menjalankan



pemerintahan yang efektif dan efisien. Dalam konteks pemenuhan permohonan
kerjasama antara fasilitas kesehatan dan BPJS, AAUPB dapat diartikan sebagai
fondasi bagi pengambilan keputusan yang terbuka, adil, dan menguntungkan
semua pihak terlibat.

Dalam upaya untuk mencapai Universal Health Coverage (UHC), sejumlah
fasilitas kesehatan berusaha meningkatkan akses layanan kesehatan dengan
mengajukan permohonan kerjasama dengan Badan Penyelenggara Jaminan
Sosial (BPJS). Namun, proses tersebut tidak selalu berjalan mulus, seiring
dengan munculnya beberapa kendala yang menyulitkan fasilitas kesehatan
tersebut. Salah satu hambatan utama yang dihadapi adalah penolakan dari pihak
BPJS. Penolakan ini dapat disebabkan oleh beberapa alasan, salah satunya
adalah jarak antar fasilitas kesehatan (Apriliani et al., 2019). BPJS menganggap
bahwa jarak yang terlalu jauh antara fasilitas kesehatan dan lokasi tempat
tinggal peserta dapat menghambat aksesibilitas dan ketersediaan layanan
kesehatan yang optimal.

Kendala lain yang sering dihadapi adalah terkait dengan sarana prasarana
klinik yang dianggap belum memadai. Memiliki standar tertentu terkait fasilitas
kesehatan  yang bekerjasama dengan mereka, termasuk persyaratan terkait
dengan fasilitas fisik, peralatan medis, dan ketersediaan layanan tertentu.
(Samad & Hasibuan, 2022) Jika klinik tidak memenuhi standar tersebut,
permohonan kerjasama dapat ditolak. Masalah lain yang dapat menjadi alasan
penolakan adalah ketidakpuasan terhadap kompetensi dokter yang bekerja di
klinik tersebut. Mengutamakan pelayanan kesehatan yang berkualitas, dan jika
dokter yang bekerja di fasilitas kesehatan tersebut dianggap tidak kompeten
atau tidak memenuhi standar yang ditetapkan, hal ini dapat menjadi hambatan
dalam menjalin kerjasama dengan BPJS.

Pertimbangan lain yang mendasari penolakan Kerjasama BPJS adalah
faktor jarak antar faskes (fasilitas Kesehatan) satu dengan yang lainnya, sering
jawaban dari pihak BPJS adalah mapping berdasarkan jumlah populasi di daera
tersebut. Sedangkan jika acuan pihak BPJS Mapping jumlah klinik dan populasi

saja apakah sudah bisa memberikan pelayanan Kesehatan yang merata dan
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berkualitas, sedangkan selama ini jumlah kapitasi setiap klinik atau fasilitas
Kesehatan tidak sama rata,meskipun dari pihak BPJS memberi batas 1 SIP
dokter untuk 5000 kapitasi, apakah hal tersebut bisa menjamin bahwasannya
pasien dapat dilayani dengan baik, mengingat dengan aturan tersebut pihak
fasilitas Kesehatan mampu membayar SIP dokter untuk mendapatkan kapitasi
lebih banyak dengan mengesampingkan sarana dan prasarana yang lainnya.
Missal seperti kurangnya ruang periksa,tenaga medis,alat medis. Serta banyak
aduan seputar pelayanan BPJS dengan kuota atau keterbatasan jam pelayanan
berikut bisa untuk bahan pertimbangan jika pihak bpjs menolak menerima
Kerjasama faskes, karena dengan adanya kuota untuk Masyarakat akan merasa
dirugikan karena tidak bisa mengikuti jam operasional pelayanan.

Penelitian ini sangat penting sebagai langkah kritis dalam mendalami
dinamika hukum yang terlibat dalam kerjasama antara Badan Penyelenggara
Jaminan Sosial (BPJS) dan fasilitas kesehatan pratama. Dengan memfokuskan
pada aspek hukum, penelitian ini dapat memberikan wawasan yang mendalam
terkait-kebijakan dan regulasi yang mengatur hubungan ini, sehingga dapat
memperkuat pemahaman tentang  dinamika hukum yang memengaruhi
pengambilan keputusan BPJS. Kontribusi potensial penelitian ini bukan hanya
terletak pada pemahaman, tetapi juga dalam memberikan landasan empiris
untuk pengembangan kebijakan yang lebih efektif dan responsif terhadap
tantangan yang dihadapi oleh fasilitas kesehatan pratama. Dengan demikian,
penelitian ini dapat menjadi panduan yang berharga bagi pengambil kebijakan,
pihak terkait, serta akademisi untuk merancang langkah-langkah kebijakan
yang berkelanjutan, meningkatkan aksesibilitas, dan menjaga keseimbangan
yang adil dalam sistem layanan kesehatan di Indonesia. Oleh karena itu penulis
membuat judul penelitian “Analisa Yuridis Pertimbangan Pembukaan Faskes
JKN BPJS Berdasarkan Peraturan Perundangan Yang Berlaku”.

1.2. Rumusan Masalah
Berdasarkan uraian latar belakang diatas maka dapat disimpulkan bahwa

rumusan masalah dalam penelitian ini adalah
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1. Bagaimana pengaturan penetapan pembukaan fasilitas kesehatan JKN-
BPJS?

2. Bagaimana pertimbangan keadilan hukum dan manfaat hukum dalam
pengambilan keputusan pembukaan faskes JKN ?
Tujuan Penelitian

Berdasarkan uraian rumusan masalah diatas maka dapat disimpulkan bahwa

dalam penelitian ini memiliki tujuan untuk mengetahui :
1. Pengaturan penetapan pembukaan fasilitas kesehatan JKN-BPJS.
2. Keadilan hukum dan manfaat hukum dalam pengambilan keputusan

kerjasama fasilitas kesehatan dengan BPJS.

1.3. Manfaat Penelitian
1. Manfaat Teoritis

a. Penelitian ini dapat memberikan kontribusi pada literatur hukum,
terutama dalam konteks regulasi dan kebijakan di bidang kesehatan.
Hasil penelitian dapat menjadi sumber referensi bagi peneliti lain
yang tertarik pada topik serupa.

b. 'Hasil penelitian dapat digunakan untuk mengembangkan teori-teori
hukum yang terkait . dengan = keputusan dalam konteks
penyelenggaraan layanan kesehatan oleh BPJS dan fasilitas
kesehatan pratama.

c. Penelitian ini dapat memberikan analisis terhadap kerangka kerja
hukum yang mengatur hubungan antara BPJS dan fasilitas kesehatan
pratama. Hal ini° dapat membantu dalam memahami dinamika
keputusan yang dibuat oleh BPJS dan dampaknya pada pemenuhan
permohonan kerjasama.

2. Manfaat Praktis

a. Hasil penelitian dapat memberikan wawasan bagi pihak terkait,

termasuk BPJS dan pemerintah, untuk memperbaiki atau

mengembangkan kebijakan terkait pengambilan keputusan terhadap
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permohonan kerjasama fasilitas kesehatan pratama. Ini dapat
membantu meningkatkan efisiensi dan efektivitas sistem.

. Fasilitas kesehatan pratama dapat menggunakan hasil penelitian ini
untuk memahami lebih baik faktor-faktor yang memengaruhi
keputusan BPJS. Ini dapat membantu dalam membangun hubungan
kerjasama yang lebih baik dengan BPIJS, dengan memahami
perspektif hukum yang menjadi dasar keputusan.

Dengan memahami aspek-aspek hukum yang mempengaruhi
keputusan BPJS, fasilitas kesehatan pratama dapat melakukan
penyesuaian atau perubahan dalam layanan . mereka untuk
memenuhi persyaratan hukum dan meningkatkan peluang kerjasama

dengan BPJS.
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II. TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Penetapan Pembukaan Fasilitas Kesehatan

Pengambilan keputusan oleh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS)
Kesehatan diatur oleh berbagai undang-undang yang berkaitan dengan sistem
jaminan kesehatan di Indonesia. Salah satu undang-undang yang menjadi dasar
hukum bagi BPJS Kesehatan adalah Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004
tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional. Dalam undang-undang ini, dijelaskan
mengenai pokok-pokok hukum jaminan sosial, termasuk aspek kesehatan.

Seiring dengan perkembangan, pada tahun 2011, pemerintah mengeluarkan
Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan
Sosial. Undang-undang ini memberikan landasan bagi- pembentukan badan
penyelenggara jaminan sosial, termasuk BPJS Kesehatan (Aulia, 2019). Dalam
konteks BPJS Kesehatan, undang-undang ini memberikan mandat dan
wewenang terkait dengan penyelenggaraan program jaminan kesehatan untuk
masyarakat.

Kebijakan - dan prosedur terkait pengambilan keputusan oleh BPJS
Kesehatan juga dapat merujuk pada peraturan-peraturan pemerintah yang lebih
spesifik. Beberapa peraturan turunan seperti Peraturan Pemerintah Nomor 82
Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan, menjadi pedoman pelaksanaan lebih
lanjut terkait pengaturan keputusan dan kebijakan di dalam sistem jaminan
kesehatan nasional, termasuk BPJS Kesehatan. Dengan dasar hukum yang
kuat, BPJS Kesehatan diharapkan dapat menjalankan fungsi dan tanggung
jawabnya dalam pengambilan keputusan yang berkaitan dengan
penyelenggaraan jaminan kesehatan untuk masyarakat Indonesia (Riasari,
2022).

BPJS Kesehatan, sebagai badan penyelenggara jaminan kesehatan di
Indonesia, memiliki peran sentral dalam mendukung upaya pemerintah dalam
menyelenggarakan sistem jaminan kesehatan nasional yang inklusif dan
berkeadilan. Konsep dasar BPJS Kesehatan mencakup prinsip kebersamaan, di

mana seluruh peserta, termasuk yang memiliki risiko kesehatan tinggi, memiliki
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hak yang sama dalam mendapatkan akses layanan kesehatan yang bermutu.
Menurut (Nurhidayah & Emelia, 2022) BPJS Kesehatan bertanggung jawab
untuk mengelola dan menyelenggarakan program jaminan kesehatan yang
melibatkan seluruh masyarakat. Perannya meliputi pembayaran biaya
pengobatan, penyelenggaraan program kesehatan, hingga kerjasama dengan
fasilitas kesehatan dalam menyediakan pelayanan kesehatan yang terjangkau
dan berkualitas.

Dengan konsep dasar ini, BPJS Kesehatan turut mendukung pencapaian
tujuan pembangunan berkelanjutan di bidang kesehatan, seperti Universal
Health Coverage (UHC). Oleh karena itu, pemahaman mendalam terhadap
konsep dasar dan peran BPJS Kesehatan menjadi esensial dalam konteks
penelitian ini. Analisis yang komprehensif terkait peran BPJS Kesehatan dalam
menyelenggarakan sistem jaminan kesehatan nasional akan memberikan
landasan ' yang kuat untuk mengevaluasi pengambilan keputusan terhadap
pemenuhan permohonan kerjasama fasilitas kesehatan pratama dalam rangka
mendukung program-program ini (Sholehah et al., 2021). Pentingnya kerjasama
antara BPJS Kesehatan dengan fasilitas kesehatan pratama merupakan aspek
vital dalam upaya mencapai tujuan program jaminan kesehatan nasional.
Kerjasama ini menjadi fondasi yang kuat dalam menyelenggarakan layanan
kesehatan yang merata, berkualitas, dan terjangkau bagi seluruh masyarakat
Indonesia.

Dengan menjalin kerjasama, BPJS Kesehatan dapat memperluas jangkauan
layanannya. Fasilitas kesehatan pratama, yang sering kali tersebar di berbagai
wilayah, menjadi mitra strategis BPJS Kesehatan untuk memberikan akses
kesehatan yang lebih dekat dengan masyarakat. Kerjasama ini mendukung
tercapainya tujuan program jaminan kesehatan yang bersifat inklusif, di mana
setiap warga negara Indonesia, tanpa terkecuali, dapat memperoleh layanan
kesehatan yang dibutuhkan. Menurut (Kurniajati et al., 2022) Selain itu,
kerjasama antara BPJS Kesehatan dan fasilitas kesehatan pratama dapat
meningkatkan kapasitas dan kualitas pelayanan kesehatan. Dengan adanya

pendanaan yang terencana dan terstruktur melalui BPJS Kesehatan, fasilitas
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kesehatan pratama memiliki kesempatan untuk meningkatkan infrastruktur,
peralatan medis, serta kompetensi sumber daya manusianya. Dalam jangka
panjang, hal ini berkontribusi pada peningkatan mutu layanan kesehatan secara
keseluruhan.

Keberlanjutan program jaminan kesehatan juga sangat tergantung pada
kerjasama ini. Fasilitas kesehatan pratama yang memiliki keterlibatan aktif
dalam program jaminan kesehatan dapat memainkan peran kunci dalam
menjaga keberlanjutan program ini. Kerjasama yang erat memastikan bahwa
fasilitas kesehatan pratama terlibat secara berkelanjutan, sehingga program
jaminan kesehatan tidak hanya berjalan pada tingkat awal tetapi juga dapat
berkembang dan memperoleh dukungan yang berkelanjutan. Menurut (Cindy
Mutia~ Annur, 2023) Selain aspek operasional, kerjasama antara BPJS
Kesehatan dan fasilitas kesehatan pratama juga menciptakan hubungan saling
menguntungkan secara ekonomi. Fasilitas kesehatan pratama ‘memperoleh
manfaat dari pendapatan yang diterima melalui pembayaran layanan kesehatan
yang dilakukan oleh peserta:BPJS Kesehatan.

Dalam mengoptimalkan kerjasama ini, transparansi dan komunikasi yang
baik menjadi kunci. Penjelasan yang jelas mengenai prosedur, tata cara, dan
kriteria kerjasama dapat membentuk dasar yang solid untuk hubungan yang
saling menguntungkan. Dengan demikian, fasilitas kesehatan pratama dapat
dengan jelas memahami ekspektasi dan persyaratan yang harus dipenuhi dalam
kerjasama ini. Dalam konteks program jaminan kesehatan, keberlanjutan dan
ketersediaan sumber daya juga tergantung pada keterlibatan penuh fasilitas
kesehatan pratama (Setiawan, 2019). Oleh karena itu, penting untuk menyoroti
upaya yang dilakukan oleh BPJS Kesehatan untuk membantu fasilitas kesehatan
pratama agar tetap beroperasi secara optimal melalui program kerjasama ini.

Proses pengambilan keputusan dimulai dengan evaluasi terhadap sejauh
mana fasilitas kesehatan pratama mematuhi regulasi dan standar yang
ditetapkan oleh BPJS Kesehatan. Kepatuhan ini mencakup aspek administratif,
teknis, dan etika dalam penyelenggaraan layanan kesehatan. Menurut

(Susiloningtyas, 2020) BPJS Kesehatan melakukan analisis terhadap
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ketersediaan fasilitas dan sumber daya yang dimiliki oleh fasilitas kesehatan
pratama. Ini mencakup penilaian terhadap infrastruktur, peralatan medis, dan
tenaga kesehatan yang relevan untuk memastikan kapasitas pelayanan yang
memadai. Aspek keuangan fasilitas kesehatan pratama menjadi pertimbangan
penting dalam pengambilan keputusan.

Proses pengambilan keputusan melibatkan penilaian terhadap kesesuaian
layanan yang ditawarkan oleh fasilitas kesehatan pratama dengan kebutuhan
kesehatan masyarakat di wilayahnya. Ini melibatkan analisis terhadap distribusi
layanan dan kemampuan fasilitas dalam memenuhi kebutuhan tersebut. BPJS
Kesehatan mengevaluasi kapasitas pelayanan yang dimiliki oleh fasilitas
kesehatan pratama, termasuk kapasitas untuk menangani volume peserta BPJS
Kesehatan (Rinaldo et al., 2022). Hal ini penting untuk memastikan bahwa
fasilitas memiliki kapasitas yang memadai untuk melayani peserta dengan mutu
yang optimal. Sejarah dan reputasi fasilitas kesehatan pratama menjadi faktor
penting dalam  proses - pengambilan  keputusan. -BPJS Kesehatan dapat
melakukan ' penilaian terhadap rekam  jejak dan reputasi fasilitas untuk
memastikan kredibilitas dan kualitas pelayanan -yang disediakan. Proses
pengambilan keputusan melibatkan tahap konsultasi dan komunikasi antara
BPJS Kesehatan dan fasilitas kesehatan pratama. Dialog ini penting untuk
memahami perspektif masing-masing pihak, mengklarifikasi ketidakpastian,

dan mencapai pemahaman yang saling menguntungkan.

2.2. Keadilan Hukum dan Manfaat Hukum dalam Pengambilan
Keputusan Kerjasama Fasilitas Kesehatan dengan

Kerjasama antara fasilitas kesehatan dan Badan Penyelenggara Jaminan
Sosial (BPJS), prinsip keadilan hukum memegang peranan penting dalam
memastikan bahwa setiap pihak terlibat memperoleh perlakuan yang adil dan
setara. Prinsip ini meliputi beberapa aspek yang mencakup kesetaraan akses
terhadap layanan kesehatan, perlakuan yang adil terhadap peserta BPJS, dan
kepastian hukum dalam hal pembayaran dan klaim. Kesetaraan akses terhadap

layanan kesehatan menekankan pentingnya memastikan bahwa semua peserta
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BPJS memiliki akses yang sama terhadap layanan kesehatan yang dibutuhkan
(Mariyam, 2018). Hal ini mencakup aspek seperti ketersediaan fasilitas
kesehatan yang berkualitas di berbagai wilayah, ketersediaan tenaga medis
yang kompeten, dan ketersediaan sarana dan prasarana yang memadai untuk
menyediakan layanan kesehatan yang bermutu. Prinsip ini menjamin bahwa
peserta BPJS, tanpa memandang latar belakang sosial, ekonomi, atau geografis
mereka, memiliki hak yang sama untuk mendapatkan layanan kesehatan yang
berkualitas.

Perlakuan yang adil terhadap peserta BPJS menekankan pentingnya
memastikan bahwa setiap peserta BPJS diperlakukan secara adil dan tidak
diskriminatif oleh fasilitas kesehatan. Ini mencakup aspek seperti penerimaan
peserta BPJS tanpa diskriminasi, pemberian layanan kesehatan yang sama
baiknya kepada peserta BPJS seperti peserta non-BPJS, dan penghindaran
praktik-praktik diskriminatif dalam penanganan peserta BPJS. Menurut
(Sukardi, 2016) prinsip ini menjamin bahwa hak-hak peserta BPJS dilindungi
dengan baik dan bahwa mereka diperlakukan dengan hormat dan adil oleh
fasilitas kesehatan. Kepastian hukum dalam -hal pembayaran dan klaim
menekankan pentingnya memiliki kerangka hukum yang jelas dan dapat
diandalkan untuk menangani proses pembayaran dan klaim antara fasilitas
kesehatan dan BPJS. Ini mencakup aspek seperti ketentuan kontrak yang jelas,
prosedur klaim yang transparan, dan mekanisme penyelesaian sengketa yang
efektif. Prinsip ini menjamin bahwa kedua belah pihak memiliki kejelasan dan
kepastian dalam hal hak dan kewajiban mereka terkait dengan pembayaran
layanan kesehatan oleh BPJS kepada fasilitas kesehatan.

Pemenuhan . permohonan  kerjasama fasilitas kesehatan oleh Badan
Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan diatur oleh berbagai undang-
undang yang mengatur sistem jaminan kesehatan di Indonesia. Salah satu dasar
hukum utama dalam konteks ini adalah Undang-Undang Nomor 40 Tahun
2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Madi, 2022). Dalam undang-
undang tersebut, dijelaskan mengenai prinsip-prinsip dasar jaminan sosial,

termasuk aspek kesehatan, yang mencakup upaya pemenuhan hak atas
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pelayanan kesehatan bagi seluruh masyarakat. Pemenuhan permohonan
kerjasama fasilitas kesehatan diintegrasikan dalam konteks penyelenggaraan
jaminan kesehatan secara nasional.

Pada tahun 2011, pemerintah juga mengesahkan Undang-Undang Nomor
24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial. Undang-undang
ini memberikan landasan hukum bagi pembentukan BPJS Kesehatan sebagai
lembaga yang memiliki peran penting dalam mengelola dan menyelenggarakan
program jaminan kesehatan (Aulia, 2019). Dalam hal kerjasama fasilitas
kesehatan, undang-undang ini memberikan arahan terkait prosedur, syarat, dan
tata cara kerjasama antara BPJS Kesehatan dengan fasilitas kesehatan, yang
melibatkan pemenuhan permohonan kerjasama.

Selain undang-undang tersebut, terdapat peraturan pemerintah yang lebih
rinci terkait pemenuhan permohonan kerjasama fasilitas kesehatan. Peraturan
Pemerintah Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan menjadi acuan
operasional bagi BPJS Kesehatan (Sulistiyono, 2022). Di dalamnya, diatur
berbagai aspek terkait pemenuhan permohonan kerjasama, termasuk syarat
teknis, administratif, dan tata cara yang harus dipatuhi oleh fasilitas kesehatan
yang ingin bekerjasama dengan BPJS Kesehatan. Semua dasar hukum ini
bersama-sama membentuk kerangka regulasi yang mengatur pemenuhan
permohonan kerjasama fasilitas kesehatan oleh BPJS Kesehatan.

Tinjauan terhadap regulasi dan kebijakan yang mengatur kerjasama antara
BPJS Kesehatan dan fasilitas kesehatan pratama memberikan landasan hukum
yang mengikat bagi kedua pihak dalam menjalin hubungan kerjasama. Regulasi
dan kebijakan ini membentuk kerangka kerja yang mengatur persyaratan,
prosedur, dan-kewajiban yang harus dipatuhioleh kedua belah pihak.
Pemahaman mendalam terhadap regulasi ini sangat penting untuk memastikan
keberlanjutan dan efektivitas program jaminan kesehatan. Menurut (D.
Muhammad et al., 2020) Regulasi yang terkait dengan kerjasama antara BPJS
Kesehatan dan fasilitas kesehatan pratama mencakup berbagai aspek, mulai dari
persyaratan administratif, ketentuan keuangan, hingga standar pelayanan

kesehatan yang harus dipenuhi. Regulasi ini bertujuan untuk mengatur dan
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menjaga agar hubungan kerjasama berjalan sesuai dengan prinsip-prinsip
transparansi, keadilan, dan efisiensi.

Pentingnya tinjauan terhadap regulasi ini terletak pada kejelasan dan
kesesuaian dengan dinamika perkembangan sistem kesehatan. Seiring waktu,
perubahan dan penyesuaian terhadap regulasi dapat menjadi kebutuhan untuk
mencerminkan tuntutan dan perubahan dalam praktik pelayanan kesehatan dan
manajemen risiko kesehatan. Oleh karena itu, pembahasan regulasi tidak hanya
bersifat statis, tetapi juga dinamis dan dapat disesuaikan dengan perubahan
kontekstual (Rafidah et al., 2019). Pada aspek administratif, regulasi ini dapat
mencakup prosedur pendaftaran, persyaratan teknis, dan dokumentasi yang
diperlukan agar fasilitas kesehatan pratama dapat memenuhi standar yang
ditetapkan.

Regulasi juga dapat mengatur aspek keuangan, termasuk mekanisme
pembayaran dan pengelolaan klaim. Transparansi dalam sistem pembayaran ini
adalah kunci untuk memastikan bahwa fasilitas kesehatan pratama menerima
danayang sesuai dengan pelayanan kesehatan yang disediakan, dan sebaliknya,
BPJS Kesehatan dapat memastikan bahwa dana yang disalurkan sesuai dengan
regulasi dan perjanjian yang ada. Menurut (Sulisna et al., 2023) Tinjauan
terhadap regulasi juga melibatkan pemahaman terhadap ketentuan kontrak dan
kewajiban kedua belah pihak. Kejelasan mengenai hak dan tanggung jawab
masing-masing pihak menciptakan kerangka kerja yang adil dan berkelanjutan.
Regulasi ini dapat mencakup ketentuan mengenai masa berlaku kontrak,
perpanjangan, atau pengakhiran kerjasama. Selain itu, regulasi dapat mengatur
persyaratan dan standar pelayanan kesehatan yang harus dipenuhi oleh fasilitas
kesehatan pratama. Standar ini mencakup aspek klinis, etika, dan tata kelola
yang berhubungan dengan penyelenggaraan pelayanan kesehatan.

Analisis terhadap perubahan-perubahan kebijakan yang mungkin
memengaruhi pengambilan keputusan BPJS terkait dengan kerjasama fasilitas
kesehatan pratama menjadi aspek yang krusial dalam konteks penelitian ini.
Sebagai lembaga penyelenggara jaminan kesehatan nasional, BPJS Kesehatan

terus beradaptasi dengan perkembangan kebijakan pemerintah yang dapat
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mempengaruhi dinamika kerjasama dengan fasilitas kesehatan pratama.
Pemahaman mendalam terhadap perubahan kebijakan ini menjadi esensial
untuk mengantisipasi dampaknya terhadap pengambilan keputusan BPJS
Kesehatan. Salah satu perubahan kebijakan yang dapat memengaruhi kerjasama
adalah perubahan dalam alokasi anggaran dan pendanaan kesehatan (Sudarman
et al., 2021). Jika terjadi pergeseran signifikan dalam pendanaan atau alokasi
anggaran kesehatan oleh pemerintah, BPJS Kesehatan harus mengambil
keputusan yang bijaksana dalam menyesuaikan skema kerjasama dengan
fasilitas kesehatan pratama agar tetap berkelanjutan dan sesuai dengan
kebijakan pemerintah.

Prinsip keadilan hukum menjadi landasan utama dalam menjalin kerjasama
antara fasilitas kesehatan dan BPJS. Prinsip ini menggarisbawahi beberapa
aspek penting yang harus dipertimbangkan dalam kerangka kerjasama tersebut.
prinsip kesetaraan akses terhadap layanan kesehatan bagi semua peserta BPJS
tanpa diskriminasi menjadi bagian integral dari keadilan hukum. Hal ini
mengindikasikan bahwa setiap peserta BPJS memiliki hak yang sama untuk
mendapatkan pelayanan kesehatan yang berkualitas tanpa adanya perlakuan
diskriminatif berdasarkan status sosial, ekonomi, atau faktor lainnya. Menurut
(Kurnia & Mahdalena, 2022) perlakuan yang adil dan tidak memihak terhadap
semua peserta BPJS juga merupakan komponen krusial dari prinsip keadilan
hukum. Ini menegaskan bahwa dalam menjalankan kerjasama dengan BPJS,
fasilitas kesehatan harus memberikan perlakuan yang sama kepada semua
peserta tanpa adanya preferensi atau kepentingan tertentu yang dapat mengarah
pada diskriminasi atau ketidakadilan.

Kepastian hukum dalam hal pembayaran dan klaim menjadi hal yang sangat
penting untuk ditekankan dalam konteks kerjasama antara fasilitas kesehatan
dan BPJS. Prinsip ini menegaskan perlunya adanya ketentuan yang jelas dan
transparan mengenai prosedur pembayaran, tarif layanan kesehatan, serta
mekanisme klaim dan penyelesaian sengketa yang dapat memberikan kepastian
bagi kedua belah pihak (Ekawati & Nurhalimah, 2022). Perlindungan hukum
bagi fasilitas kesehatan dan peserta BPJS merupakan aspek penting dalam
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kerangka kerjasama dengan BPJS. Peran hukum dalam melindungi hak dan
kepentingan kedua belah pihak dapat dipahami dari beberapa perspektif yang
saling terkait. Fasilitas kesehatan memiliki hak untuk menerima pembayaran
yang adil dan tepat waktu atas layanan yang disediakan kepada peserta BPJS.
Dalam konteks ini, peraturan hukum yang mengatur mekanisme pembayaran
dan tarif layanan kesehatan sangat penting untuk memastikan bahwa fasilitas
kesehatan tidak dirugikan dan dapat menjaga kelangsungan operasionalnya.

Aspek hukum memainkan peran kunci dalam memandu proses pengambilan
keputusan dalam menjalin kerjasama antara fasilitas kesehatan dan Badan
Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS). Setiap kerjasama antara fasilitas
kesehatan dan BPJS harus mematuhi peraturan yang berlaku. Ini termasuk
peraturan yang dikeluarkan oleh otoritas kesehatan nasional, regulasi BPJS, dan
peraturan lain yang relevan dalam konteks pelayanan kesehatan. Pemahaman
yang mendalam tentang peraturan ini membantu fasilitas kesehatan dan BPJS
untuk mengambil keputusan yang sesuai dengan kerangka hukum yang ada
(Mariyam, 2018). Proses -pengambilan . keputusan dalam kerjasama antara
fasilitas kesehatan dan-BPJS sering kali melibatkan-penandatanganan kontrak
kerjasama. Kontrak ini harus disusun dengan cermat untuk mencakup semua
aspek penting, termasuk ruang lingkup layanan yang disediakan, kewajiban
finansial masing-masing pihak, prosedur klaim, dan mekanisme penyelesaian
sengketa. Kontrak kerjasama yang baik membantu memastikan bahwa hak dan
kewajiban kedua belah pihak dijelaskan dengan jelas dan bahwa kerjasama
berjalan dengan lancar.

BPJS memiliki peraturan dan kebijakan internal yang mengatur proses
pembayaran layanan kesehatan kepada fasilitas kesehatan. Memahami
peraturan ini penting bagi fasilitas kesehatan untuk memastikan bahwa klaim
mereka diproses dengan benar dan pembayaran dilakukan sesuai dengan
ketentuan yang berlaku. Pengetahuan tentang peraturan BPJS juga membantu
fasilitas kesehatan untuk mengoptimalkan penggunaan fasilitas dan layanan
mereka sesuai dengan persyaratan BPJS. Menurut (Pamungkas, 2022)

pentingnya memiliki mekanisme penyelesaian sengketa yang adil dan efisien
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dalam kerangka kerjasama antara fasilitas kesehatan dan BPJS tidak dapat
dilebih-lebihkan. Mekanisme penyelesaian sengketa yang jelas dan efisien
dapat membantu mencegah konflik yang merugikan antara fasilitas kesehatan
dan BPJS. Dalam situasi di mana terjadi ketidaksepakatan mengenai
pembayaran layanan atau penyelesaian klaim, mekanisme penyelesaian
sengketa dapat menyediakan jalur untuk menyelesaikan masalah dengan cara
yang terstruktur dan damai.

Dengan adanya mekanisme penyelesaian sengketa yang adil, kedua belah
pihak memiliki jaminan bahwa masalah mereka akan dipertimbangkan dengan
objektif dan berdasarkan bukti yang relevan. Ini membantu memastikan bahwa
keadilan dan keterbukaan dipertahankan dalam hubungan kerjasama antara
fasilitas kesehatan dan BPJS. Menurut (Sukardi, 2016) keberadaan mekanisme
penyelesaian sengketa yang efisien dan transparan juga membantu
mempromosikan kepercayaan antara fasilitas kesehatan dan BPJS. Ketika
kedua belah pihak yakin bahwa ada jalur yang jelas untuk menyelesaikan
sengketa jika terjadi perselisihan, ini - dapat mengurangi ketegangan dan
meningkatkan kolaborasi dalam memberikan layanan kesehatan kepada peserta
BPJS. Mekanisme penyelesaian sengketa yang efisien membantu mencegah
gangguan dalam operasional sehari-hari fasilitas keschatan dan BPJS. Dengan
mempercepat proses penyelesaian sengketa, kedua belah pihak dapat fokus
pada menyediakan layanan kesehatan berkualitas dan memastikan bahwa
peserta BPJS menerima perawatan yang tepat waktu dan sesuai dengan

kebutuhan mereka.

2.3. Teori Hukum

2.3.1 Teori Keadilan

Keadilan berasal dari kata adil, yang diartikan sebagai tindakan yang tidak
sewenang-wenang, tidak memihak, dan tidak berat sebelah. Konsep adil
terutama menekankan bahwa keputusan dan tindakan yang diambil harus
didasarkan pada norma-norma objektif. Namun, penting untuk diingat bahwa

keadilan bersifat relatif, dan apa yang dianggap adil oleh satu individu belum
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tentu dianggap adil oleh individu lainnya (Karen, Leback, 2018). Dalam
konteks ini, penting untuk menegaskan bahwa klaim terkait dengan tindakan
yang dianggap adil harus relevan dengan norma-norma dan ketertiban umum
yang berlaku di suatu masyarakat. Skala keadilan dapat sangat bervariasi dari
satu tempat ke tempat lain, dan masing-masing skala didefinisikan dan
ditentukan sepenuhnya oleh nilai-nilai dan norma-norma masyarakat setempat.

Di Indonesia keadilan digambarkan dalam Pancasila sebagai dasar negara,
yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Dalam sila lima tersebut
terkandung nilai-nilai yang merupakan tujuan dalam hidup bersama.Adapun
keadilan tersebut didasari dan dijiwai oleh hakikat keadilan kemanusiaan yaitu
keadilan dalam hubungannya manusia dengan dirinya sendiri, manusia dengan
manusia lainnya. Nilai-nilai keadilan tersebut haruslah merupakan suatu dasar
yang harus diwujudkan dalam hidup bersama kenegaraan untuk mewujudkan
tujuan negara, yaitu mewujudkan kesejahteraan seluruh warganya dan seluruh
wilayahnya, mencerdaskan seluruh warganya. Menurut (Frans et al., 2023)
nilai-nilai keadilan tersebut sebagai dasar dalam pergaulan antar negara sesama
bangsa didunia dan prinsip-prinsip ingin menciptakan ketertiban hidup bersama
dalam suatu pergaulan antarbangsa di dunia dengan berdasarkan suatu prinsip
kemerdekaan bagi setiap bangsa, perdamaian abadi, serta keadilan dalam hidup
bersama (keadilan sosial).

Terdapat beberapa jenis teori keadilan yang telah dikembangkan oleh
berbagai ahli. Salah satu teori yang terkenal adalah Teori Keadilan Distributif,
yang pertama kali diuraikan oleh John Rawls. Teori ini mengemukakan bahwa
keadilan tercapai ketika paling tidak beruntung dalam masyarakat mendapat
manfaat yang maksimal. Konsep ini menitikberatkan pada distribusi sumber
daya dan kekayaan secara adil untuk mencapai kesetaraan yang lebih besar
(Marilang, 2018). Selain itu, Teori Keadilan Retributif menekankan pada
hukuman sebagai balasan yang setimpal terhadap tindakan yang melanggar
norma-norma masyarakat. Para ahli, seperti Immanuel Kant dan Robert Nozick,
mengembangkan teori ini dengan fokus pada pemulihan keseimbangan melalui

hukuman.
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Sementara itu, Teori Keadilan Proses atau Prosedural, yang dikemukakan
oleh Herbert L. A. Hart dan John Rawls, menekankan pentingnya menjalani
proses yang adil dalam pengambilan keputusan. Keadilan dalam teori ini bukan
hanya mencakup hasil akhir tetapi juga menjunjung tinggi prosedur yang adil
dalam mencapainya. Teori Keadilan Restoratif, yang mulai berkembang di abad
ke-20, menyoroti peran penting pemulihan dan rekonsiliasi dalam mengatasi
konflik. Menurut (Marilang, 2018) Pendekatan ini menekankan pada
penyembuhan hubungan dan pengembalian keseimbangan setelah suatu
ketidakadilan terjadi. Lebih lanjut, Teori Keadilan Kosmopolitan muncul
sebagai tanggapan terhadap fenomena globalisasi. Dikembangkan oleh ahli
seperti Thomas Pogge, teori ini mengusulkan bahwa keadilan harus diperluas
untuk mencakup dimensi global dan mengatasi ketidaksetaraan antarnegara.
Setiap jenis teori keadilan ini memberikan sudut pandang yang unik dalam
membahas bagaimana mencapai keadilan dalam berbagai konteks dan tingkatan
masyarakat (Saputro,. 2023). Hal ini menggambarkan kompleksitas dan
fleksibilitas konsep keadilan yang senantiasa berkembang seiring waktu dan

perubahan dinamika sosial.

2.3.2 Teori Azaz Umum Pemerintahan Yang baik

Teori Azas-Azas Umum Pemerintahan yang Baik (AAUPB) merupakan
suatu kerangka konseptual yang mengeksplorasi prinsip-prinsip dan nilai-nilai
yang diperlukan untuk mencapai pemerintahan yang efektif, efisien, dan
responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Konsep ini menekankan pentingnya
penerapan nilai-nilai etika ‘dalam praktik pemerintahan, yang mencakup
transparansi, partisipasi. publik, -akuntabilitas, keadilan, dan keberlanjutan
(TAMAM, 2017). Dengan kata lain, AAUPB berfokus pada bagaimana sebuah
pemerintahan dapat beroperasi secara adil, terbuka, dan berorientasi pada
kepentingan masyarakat. Prinsip-prinsip AAUPB mengarahkan para pembuat
kebijakan dan penegak hukum untuk melibatkan masyarakat dalam proses
pengambilan keputusan, memastikan keterbukaan informasi, dan menjalankan

tugas-tugas pemerintahan dengan integritas dan transparansi.

23



Penerapan Teori Azas-Azas Umum Pemerintahan yang Baik (AAUPB)
membawa sejumlah manfaat signifikan dalam konteks penyelenggaraan
pemerintahan. Pertama-tama, AAUPB menawarkan landasan bagi transparansi
dalam tata kelola pemerintahan, memungkinkan akses terbuka terhadap
informasi publik, dan memastikan akuntabilitas pemerintah kepada masyarakat.
Selain itu, prinsip-partisipasi yang diperkenalkan oleh AAUPB mendorong
keterlibatan aktif masyarakat dalam proses pengambilan keputusan,
menciptakan tatanan pemerintahan yang lebih demokratis (Mahidin & Fauza
Batubara, 2017). Manfaat lainnya mencakup penguatan keadilan, dimana
prinsip-prinsip AAUPB mendukung distribusi sumber daya yang adil dan
keputusan yang bersifat inklusif. Selanjutnya, penerapan nilai-nilai etika dari
AAUPB merangsang integritas dan akhlak pemerintahan, menciptakan
lingkungan yang bersih dari praktik-praktik korupsi dan penyalahgunaan
kekuasaan.  Lebih lanjut, AAUPB berkontribusi pada pembangunan
berkelanjutan ~dengan menanamkan ' prinsip-prinsip keberlanjutan dalam
kebijakan dan- praktik pemerintah. Keseluruhan, manfaat-manfaat tersebut
menunjukkan bahwa Teori Azas-Azas Umum Pemerintahan yang Baik adalah
suatu kerangka kerja yang kaya nilai dan prinsip, yang, ketika diadopsi dengan
baik, mampu menciptakan pemerintahan yang responsif, etis, dan berdaya guna
untuk kepentingan seluruh masyarakat.

Penerapan Teori Azas-Azas Umum Pemerintahan yang Baik (AAUPB)
melibatkan sejumlah - prinsip kunci yang memberikan arahan bagi
penyelenggaraan pemerintahan yang efektif dan etis. Pertama, prinsip
transparansi menjadi landasan utama, memastikan bahwa segala informasi yang
relevan dengan kebijakan dan pengambilan keputusan publik dapat diakses
dengan mudah oleh masyarakat. Keterbukaan ini menguatkan integritas dan
memungkinkan evaluasi terhadap tindakan pemerintah. Prinsip kedua adalah
partisipasi publik, yang menekankan pentingnya melibatkan warga dalam
proses pengambilan keputusan. Dengan melibatkan masyarakat, pemerintah
dapat mendapatkan pandangan yang lebih beragam dan merespons kebutuhan

riil masyarakat secara lebih baik (R. Muhammad, 2009).
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2.3.3 Teori Manfaat Hukum

Teori manfaat hukum adalah suatu pendekatan atau kerangka konseptual
yang memfokuskan perhatian pada konsep dan dampak manfaat yang
dihasilkan oleh hukum dalam suatu sistem hukum tertentu. Dalam teori ini,
peran hukum diukur bukan hanya dari segi keberadaannya atau ketaatannya,
tetapi lebih kepada kontribusinya dalam memberikan manfaat positif kepada
individu, masyarakat, dan lembaga. Menurut (Atmasasmita, 2012) Manfaat
hukum dapat mencakup perlindungan hak-hak dasar individu, penyelesaian
konflik secara adil, stabilitas sosial, dan pembangunan berkelanjutan. Penting
untuk memahami bahwa teori manfaat hukum tidak hanya memandang hukum
sebagai seperangkat peraturan yang harus diikuti, tetapi sebagai instrumen yang
diharapkan dapat ~memberikan ‘solusi dan kontribusi ‘positif dalam
menyelesaikan berbagai masalah dan kebutuhan masyarakat. Melalui perspektif
ini, evaluasi terhadap efektivitas suatu sistem hukum diukur dari sejauh mana
hukum: tersebut mampu memberikan manfaat yang nyata dan relevan bagi
masyarakat yang diatur-olehnya.

Teori manfaat hukum memberikan landasan untuk menganalisis dan
meningkatkan peran hukum sebagai alat yang membentuk, melindungi, dan
memberdayakan masyarakat. Teori ini memandang hukum sebagai sarana
untuk mencapai tujuan-tujuan moral dan sosial, memberikan dasar konseptual
bagi pembangunan sistem hukum yang lebih inklusif, adil, dan memberikan
manfaat optimal bagi seluruh anggota masyarakat. Tujuan dari teori manfaat
hukum adalah merinci ‘dan menggambarkan bagaimana hukum dapat
memberikan ~dampak positif dan memberikankontribusi nyata kepada
masyarakat (Sumaya, 2018). Dalam konteks ini, tujuan utama teori manfaat
hukum adalah menyoroti bahwa keberadaan hukum seharusnya bukan hanya
tentang ketaatan terhadap aturan, tetapi juga tentang memberikan solusi konkret
untuk permasalahan, perlindungan hak-hak individu, penyelesaian konflik, dan

peningkatan kesejahteraan masyarakat.
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Salah satu tujuan kunci teori manfaat hukum adalah menekankan pada
aspek pemberdayaan masyarakat. Hukum diharapkan dapat memberikan warga
negara pemahaman akan hak-hak mereka, memberikan akses keadilan, dan
menciptakan lingkungan hukum yang mendukung keseimbangan kekuasaan.
Selain itu, teori ini mengamati bagaimana hukum dapat berperan dalam
menciptakan ketertiban dan stabilitas sosial, membantu mengatasi konflik, serta
memberikan dasar untuk pembangunan ekonomi dan sosial yang berkelanjutan.
Menurut (Salam, 2020) Pentingnya mengukur manfaat hukum juga mencakup
tujuan untuk mengidentifikasi dan memperbaiki kelemahan dalam sistem
hukum. Dengan memahami dampak nyata hukum terhadap masyarakat, tujuan
ini membantu merancang perubahan kebijakan atau reformasi hukum yang
lebih sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Tujuan dari teori manfaat hukum
adalah menggeser fokus dari sekadar kepatuhan terhadap peraturan menjadi
upaya ryang lebih luas untuk mencapai keadilan, keberlanjutan, dan
kesejahteraan masyarakat (Arif & Mursida, 2017). Dengan mengejar tujuan ini,
teori-manfaat -hukum memberikan landasan untuk evaluasi yang holistik
terhadap efektivitas dan relevansi hukum dalam mencapai tujuan yang lebih
luas bagi masyarakat.

2.4. Penelitian Terdahulu
Tabel 1 Penelitian Terdahulu

No | Nama, Judul dan Tujuan Metode Hasil Penelitian
Tahun Penelitian Penelitian Penelitian
1 | Proses Penelitian ini Metodologi Membuat
Pengambilan memiliki tujuan | yang diterapkan | keputusan tentang
Keputusan untuk dalam penelitian | penggunaan
Keikutsertaan mengevaluasi ini-adalah asuransi
Asuransi Bpjs tingkah laku metode melibatkan
Sebagai Penjamin | konsumen, deskriptif konsumen dalam
Kesejahteraan khususnya kualitatif. membentuk
Kesehatan dalam tahapan pilihan di antara
Keluarga pengambilan berbagai merek
keputusan asuransi yang
terkait tersedia, serta
partisipasi membentuk sikap
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(Theresia Intan P.,
2018)

dalam asuransi
BPJS sebagai
perlindungan
keuangan untuk
kesejahteraan
keluarga dalam
konteks
kesehatan.

positif untuk
memilih dan
menggunakan
merek asuransi
pilihan mereka.

Srategi Bauran
Pemasaran
Pelayanan
Kesehatan RSD
Kol. Abundjani
Bangko di Era
Jaminan Kesehatan
Nasional (JKN)

(Setiawan, 2019)

Tujuan dari
penelitian ini
adalah untuk
mengamati
gambaran
penerapan
strategi
pemasaran pada
layanan
kesehatan di
RSD Kol.

Kualitatif

Temuan dari
penelitian ini
menunjukkan
bahwa melalui
penerapan strategi
bauran pemasaran
(marketing mix),
RSD Kol.

Analisis Kinerja
Keuangan Pt
Asuransi Bina
Dana Arta (Abda)
Tbk Sebelum,
Masa Transisi, Dan
Setelah Adanya
Bpjs Kesehatan
Periode 2010-2019

(Zakaria Hamzah et
al., 2022)

Tujuan dari
penelitian ini
adalah untuk
menilai apakah
ada perbedaan
dalam kinerja
keuangan PT
Asuransi Bina
Dana Arta
(ABDA) pada
periode sebelum
(2010-2013)

Penelitian ini
merupakan studi
perbandingan
yang
mengadopsi
pendekatan
kuantitatif,
dengan metode
pengumpulan
data melalui
dokumentasi
dan telaah
literatur.

Temuan dari
penelitian
menunjukkan
bahwa PT
Asuransi Bina
Dana Arta
(ABDA) Tbk, jika
dievaluasi dari
segi analisis
likuiditas,
mengalami
kondisi yang
stabil.

Faktor
Predisposing,
Enabling Dan
Reinforcing
Dengan Keputusan

Penelitian ini
dimaksudkan
untuk
memahami
korelasi antara
faktor

Penelitian ini
menggunakan
desain
observasional
analitis dengan

Temuan dari
penelitian, yang
diperoleh melalui
uji regresi logistik
bersama-sama
(X2 =131,190 >
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Pembelian Premi
Bpjs Kesehatan

(Rafidah et al.,
2019)

prediposing,
enabling, dan
reinforcing
dengan
keputusan
pembelian premi
BPJS Kesehatan
di wilayah
Kecamatan
Klojen, Kota
Malang.

pendekatan

cross-sectional.

X2tabel =
22,457),
menunjukkan
bahwa
pendidikan,
pengetahuan,
sikap, akses,
pendapatan, dan
perilaku petugas
memiliki korelasi
dengan keputusan
pembelian premi..

Pemetaan Sistem
Rujukan Badan
Penyelenggara
Jaminan Sosial
Kesehatan (Bpjs)
Berbasis Sistem
Informasi Geografi

(MAHFUDZ,
2021)

Penelitian ini
bertujuan untuk
mengidentifikasi
distribusi
fasilitas
kesehatan
rujukan BPJS
Kesehatan di
Kota Bogor.

Pengumpulan
data
dilaksanakan
dengan
memanfaatkan
data spasial
sebagai alat
pendukung
dalam
pengambilan
keputusan,
dengan tujuan
meningkatkan
efisiensi dan
akurasi waktu
melalui
pemanfaatan
Sistem
Informasi
Geografi (SIG)

Temuan dari
penelitian
menunjukkan
bahwa di Kota
Bogor terdapat 17
rumah sakit dan
25 puskesmas
sebagai fasilitas
kesehatan. Semua
puskesmas
dikategorikan
sebagai tingkat
pertama,
sementara 94%
rumah sakit
masuk dalam
kategori tingkat
kedua, dan 6%
lainnya masuk
dalam kategori
tingkat ketiga.
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2.5. Kerangka Berpikir

Pengambilan keputusan
BPJS

Pemenuhan permohonan
kerjasama fasilitas
kesehatan

Dalam perspektif keadilan dan manfaat hukum

Gambar 1. Kerangka Berpikir

Pengambilan keputusan oleh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial
(BPIJS) terhadap pemenuhan permohonan kerjasama dengan fasilitas
kesehatan pratama merupakan proses yang kompleks dan kritis. Keputusan
ini- melibatkan pertimbangan mendalam terkait dengan kapasitas dan
kualifikasi- fasilitas, keberlanjutan keuangan, serta dampaknya terhadap
akses pelayanan kesehatan masyarakat. Aspek solidaritas dan prinsip
kesetaraan hak peserta menjadi landasan dalam pengambilan keputusan,
dengan tujuan utama meningkatkan kesehatan seluruh lapisan masyarakat
Indonesia. Faktor-faktor seperti ketersediaan dana, kapasitas pelayanan, dan
kualitas layanan fasilitas kesehatan pratama menjadi pertimbangan krusial
dalam memastikan bahwa keputusan BPJS dapat memberikan manfaat
maksimal bagi peserta jaminan kesehatan. Analisis yuridis terhadap
pengambilan keputusan BPJS dalam pemenuhan permohonan kerjasama
dengan fasilitas kesehatan pratama memerlukan pemahaman mendalam
terhadap kerangka hukum yang mengaturnya. Undang-Undang Nomor 24
Tahun 2011 menjadi dasar hukum utama, namun peraturan turunan yang

lebih spesifik juga perlu dipertimbangkan. Aspek legalitas, kewajiban
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kontraktual, dan hak serta tanggung jawab masing-masing pihak dalam
kerjasama menjadi fokus utama analisis. Selain itu, analisis yuridis perlu
memperhatikan implikasi hukum yang mungkin timbul, baik bagi BPJS
maupun fasilitas kesehatan pratama, dalam rangka menjaga keberlanjutan
operasional dan stabilitas dalam penyelenggaraan jaminan kesehatan

nasional.
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III. METODE PENELITIAN

3.1. Jenis Penelitian

Pendekatan yuridis normatif adalah pendekatan yang dilakukan berdasarkan
bahan hukum utama dengan cara meneelah teori-teori, konsep-konsep, asas-
asas hukum serta peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan
penelitian ini. Pendekatan ini dikenal pula dengan pendekatan kepustakaan,
yakni dengan mempelajari buku-buku, peraturan perundang-undangan dan
dokumen lain yang berhubungan dengan penelitian ini. Menurut (Marzuki,
2010) penelitian hokum- adalah suatu proses untuk menemukan aturan hokum,
prinsip-prinsip hokum maupun doktrin-doktrin hokum guna menjawab isu
hokum yang dihadapi.

Jenis penelitian dalan penelitian hokum ini adalah penelitian hokum
normative atau biasa dikenal dengan penelitian hokum doctrinal yaitu penelitian
yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder yang
terdiri dari bahan hokum primer, bahan hokum sekunder dan bahan hokum
tersier. Menurut (Marzuki, 2010) segala penelitian yang berkaitan dengan
hokum adalah ' selalu normative. 'Berkaitan dengan faktor-faktor yang
memengaruhi_keputusan BPJS ‘dalam penetapan kerjasama dengan fasilitas
kesehatan dari- segi keadilan dan manfaat hukum akan dilakukan di Kota
Malang, maka penulis memfokuskan dengan sifat penelitian normatif, yang
mana akan ditunjang dengan penelitian empiris guna mendapatkan data-data
yang lebih akurat atau valid.

3.2. Tempat dan Waktu Penelitian

Penelitian mengenai faktor-faktor yang memengaruhi keputusan BPJS
dalam penetapan kerjasama dengan fasilitas kesehatan dari segi keadilan dan
manfaat hukum akan dilakukan di Kota Malang. Pelaksanaan kegiatan
penelitian ini dimulai sejak disetujuinya proposal penelitian dan diterbitkannya
surat izin penelitian pada bulan Januari tahun 2024.

3.3. Sumber dan Jenis Data

1. Sumber Data
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a. Data Primer, memperoleh data primer ini dapat dilakukan dengan

wawancara secara langsung kepada narasumber dalam subjek
penelitian ini guna mendapatkan informasi maupun data yang
diperlukan dalam pembuatan penelitian ini sesuai dengan topik yang

diulas. Tidak perlu wawancara

. Data Sekunder, memperoleh data sekunder ini diperoleh dari

pengetahuan dan penelaahan yang dilakukan di perpustakaan berupa
karya ilmiah, konsep hukum, pandangan ahli hukum serta doktrin-
doktrin yang berkaitan dan menunjang informasi yang dibutuhkan

dalam menyelesaikan penelitian ini.

2. Jenis Data

a. ‘Bahan Primer

Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang memiliki otoritas

(autoritatif) :

1. Undang - Undang RI Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja

2. UU RI NO. 40 TAHUN 2004 Tentang Sistem Jaminan Sosial
Nasional

3. UU RI NO. 24 TAHUN 2011 Tentang Badan Penyelenggara

Jaminan Sosial

. Bahan Sekunder

Merupakan semua publikasi tentang hukum yang merupakan
dokumen yang tidak resmi. Publikasi tersebut terdiri dari :

1. Buku yang membahasa mengenai BPJS

2. Jurnal mengenai BPJS

3. -Artikel mengenai BPJS

3.4. Prosedur Pengumpulan Dan Pengolahan Data

1.

Prosedur Pengolahan Data

Langkah yang akan dilakukan dalam penelitian ini adalah:

Studi kepustakaan: bertujuan untuk mendapatkan data sekunder

yang dilaksanakan dengan serangkaian kegiatan membaca, mencatat
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serta mengutip referensi yang berkaitan dengan judul penelitian
dalam skripsi ini.

b. Studi lapangan: bertujuan untuk mendapatkan data yang bersifat
primer guna mendapatkan keterangan dari responden dan
menggunakan metode wawancara. Teknik ini dilakukan dengan
wawancara terhadap para pihak yang berkaitan dan berkompeten
dengan objek penelitian.

2. Pengolahan Data
Ketika semua data yang diperlukan sudah terkumpul maka langkah
yang selanjutnya dilakukan adalah mengolah data dengan editing dan
tentunya dengan pemeriksaan ulang terkait data yang telah diperoleh
dengan begitu dapat menjamin apakah data tersebut sudah lengkap.

Selanjutnya mengklasifikasikan data secara seksama dan diusahakan

penambahan data apabila terdapat data yang kurang untuk melengkapi

data yang telah ada serta dilakukan penyusunan (Marzuki, 2010).

3.5. Penyajian Data

Hasil penelitian disajikan dalam bentuk uraian-uraian yang tersusun secara
sistematis, artinya data sekunder yang diperoleh akan dihubungkan satu dengan
yang lainnya disesuaikan dengan permasalahan yang diteliti sehingga secara
keseluruhan merupakan satu kesatuan yang utuh sesuai dengan kebutuhan
penelitian.
3.6. Analisis Data

Tahapan analisis data ini menggunakan metode deduktif, yaitu merupakan
proses penalaran dari satu atau lebih pernyataan umum (premis) untuk
mencapai kesimpulan tertentu. Metode deduktif akan -membuktikan suatu
kebenaran baru yang berasal dari kebenaran-kebenaran yang sudah ada dan

diketahui sebelumnya (berkesinambungan) (Marzuki, 2010).
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BAB 1V
HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1 Analisis Data
1. Undang - Undang RI Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja

Undang-Undang (UU) Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020
tentang Cipta Kerja telah menjadi sorotan utama dalam ranah hukum
dan kebijakan di Indonesia sejak disahkan pada Oktober 2020. UU ini
bertujuan untuk merangsang investasi dan menciptakan lapangan kerja
dengan mengurangi birokrasi serta meningkatkan efisiensi perizinan
usaha. Salah satu aspek yang paling diperbincangkan adalah liberalisasi
pasar tenaga kerja yang diatur dalam Pasal 81-93 UU tersebut, yang
mengatur tentang fleksibilitas jam kerja, outsourcing, hingga pemutusan
hubungan kerja (PHK). Namun, polemik mengenai UU Cipta Kerja
tidak hanya berkutat pada aspek ketenagakerjaan, tetapi juga menyentuh
sejumlah hal lainnya seperti lingkungan, investasi, dan keberlangsungan
ekonomi nasional.

Salah satu dampak yang berkaitan dengan aspek kesehatan adalah
perubahan dalam pengelolaan Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama
(FKTP) yang merupakan bagian dari Program Jaminan Kesehatan
Nasional (JKN) yang dijalankan oleh Badan Penyelenggara Jaminan
Sosial (BPJS) Kesehatan. Dalam hal ini, analisis yuridis pertimbangan
penetapan  keputusan pembukaan - Faskes JKN BPJS harus
mempertimbangkan  secara cermat - bagaimana UU Cipta Kerja
memengaruhi regulasi  terkait dan dampaknya terhadap layanan
kesehatan masyarakat.

UU Cipta Kerja memuat ketentuan-ketentuan yang bertujuan untuk
mempermudah investasi di sektor kesehatan, termasuk fasilitas
kesehatan. Pembukaan investasi di sektor kesehatan dapat mencakup
pembukaan Faskes JKN BPJS baru atau ekspansi Faskes yang sudah
ada. Namun, analisis yuridis harus mempertimbangkan dampak dari

perubahan regulasi tersebut terhadap akses masyarakat terhadap layanan
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kesehatan. Meskipun liberalisasi pasar kesehatan dapat meningkatkan
kompetisi dan inovasi dalam layanan kesehatan, tetapi juga diperlukan
kehati-hatian ~ dalam  mengantisipasi kemungkinan terjadinya
komersialisasi yang berlebihan dan peningkatan biaya layanan
kesehatan yang dapat membebani masyarakat, terutama mereka yang
kurang mampu.

Analisis yuridis juga harus mempertimbangkan implikasi dari
perubahan regulasi terhadap ketersediaan dan kualitas layanan
kesehatan. Pembukaan Faskes JKN BPJS baru atau ekspansi Faskes
yang sudah ada dapat meningkatkan akses masyarakat terhadap layanan
kesehatan. Namun, perlu dipastikan bahwa pembukaan Faskes
dilakukan ~dengan memperhatikan kebutuhan dan  karakteristik
masyarakat setempat serta memastikan standar kualitas layanan yang
diberikan. Regulasi yang memungkinkan pembukaan Faskes harus
disertai dengan mekanisme pengawasan yang efektif untuk memastikan
bahwa layanan yang disediakan sesuai dengan standar yang ditetapkan.

Analisis -yuridis juga perlu mempertimbangkan - dampak dari
perubahan regulasi terhadap hubungan antara BPJS Kesehatan, provider
layanan kesehatan, dan peserta JKN. Pembukaan Faskes JKN BPJS baru
atau ekspansi Faskes yang sudah ada dapat memengaruhi pola rujukan
peserta JKN, distribusi dana JKN, dan hubungan kontrak antara BPJS
Kesehatan dengan provider layanan kesehatan. Perubahan dalam
regulasi terkait. Faskes JKN BPJS harus dilakukan dengan
memperhatikan kepentingan semua pihak terkait, termasuk BPJS
Kesehatan, provider layanan kesehatan, dan peserta JKN, serta
memastikan kelancaran operasional dari Program JKN secara
keseluruhan.

Analisis yuridis pertimbangan penetapan keputusan pembukaan
Faskes JKN BPJS harus memperhatikan secara cermat dampak dari
perubahan regulasi terkait yang diatur dalam UU Cipta Kerja.

Sementara UU Cipta Kerja memiliki tujuan yang mulia untuk
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merangsang investasi dan menciptakan lapangan kerja, namun
perubahan dalam regulasi kesehatan harus dilakukan dengan
mempertimbangkan kepentingan dan kesejahteraan masyarakat serta
kelancaran operasional dari Program JKN BPJS. Dalam konteks ini,
penting untuk melakukan analisis yang komprehensif dan menyeluruh
untuk memastikan bahwa penetapan keputusan pembukaan Faskes JKN
BPJS dapat memberikan manfaat yang maksimal bagi masyarakat dan

sistem kesehatan nasional secara keseluruhan.

. UU RI NO. 40 TAHUN 2004 Tentang Sistem Jaminan Sosial

Nasional

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2004 tentang
Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN) merupakan landasan hukum
utama yang mengatur tentang penyelenggaraan program jaminan sosial
di Indonesia, termasuk Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN)
yang dijalankan oleh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS)
Kesehatan. UU. ini- menetapkan prinsip-prinsip dasar dan ketentuan-
ketentuan mengenai hak, kewajiban, dan tanggung jawab pemerintah,
peserta, dan penyelenggara jaminan sosial. Dalam konteks penetapan
keputusan pembukaan Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP)
JKN BPIS, analisis yuridis pertimbangan harus memperhatikan secara
seksama ketentuan-ketentuan yang diatur dalam UU SJSN.

Salah satu aspek yang penting untuk diperhatikan dalam analisis
yuridis adalah prinsip universalitas dan keadilan dalam akses terhadap
layanan kesehatan yang diatur dalam UU SJSN. UU ini menegaskan
bahwa setiap warga negara Indonesia memiliki hak yang sama dalam
memperoleh perlindungan jaminan sosial, termasuk jaminan kesehatan.
Oleh karena itu, dalam penetapan keputusan pembukaan Faskes JKN
BPJS, perlu dipastikan bahwa akses masyarakat terhadap layanan
kesehatan tidak diskriminatif dan tidak ada pihak yang dikesampingkan

dari manfaat-program jaminan kesehatan nasional.
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Analisis yuridis juga perlu mempertimbangkan ketentuan-ketentuan
mengenai kualitas dan standar pelayanan kesehatan yang diatur dalam
UU SJSN. UU ini menetapkan bahwa pelayanan kesehatan yang
disediakan harus memenuhi standar kualitas yang ditetapkan oleh
pemerintah, serta memberikan perlindungan dan keamanan kepada
peserta jaminan sosial. Dalam konteks pembukaan Faskes JKN BPJS,
perlu dipastikan bahwa Faskes yang dibuka atau diperluas memenuhi
standar kualitas yang ditetapkan dan mampu memberikan pelayanan
kesehatan yang aman, berkualitas, dan sesuai dengan kebutuhan
masyarakat.

Analisis yuridis juga harus mempertimbangkan ketentuan-ketentuan
mengenai keberlanjutan dan keberlangsungan program jaminan sosial
yang diatur dalam UU  SJSN. UU ini menetapkan bahwa
penyelenggaraan program jaminan sosial harus dilakukan secara
berkelanjutan dan terus-menerus, serta -harus mampu memberikan
perlindungan sosial yang optimal bagi peserta jaminan sosial. Dalam
penetapan keputusan pembukaan Faskes JKN BPJS, perlu dipastikan
bahwa @ langkah-langkah yang diambil mendukung - keberlanjutan
program jaminan kesehatan nasional dan tidak mengganggu kelancaran
operasional dari Program JKN BPJS.

Dalam konteks analisis yuridis, penting juga untuk memperhatikan
ketentuan-ketentuan mengenai tanggung jawab pemerintah dalam
penyelenggaraan program jaminan sosial yang diatur dalam UU SJSN.
UU ini menetapkan bahwa pemerintah bertanggung jawab atas
penyediaan dan-pengelolaan sumber-daya yang diperlukan untuk
penyelenggaraan program jaminan sosial, termasuk program jaminan
kesehatan. Dalam penetapan keputusan pembukaan Faskes JKN BPJS,
perlu dipastikan bahwa pemerintah memenuhi kewajibannya untuk
menyediakan sarana dan prasarana yang dibutuhkan untuk mendukung

operasional Faskes JKN BPJS, serta memberikan dukungan yang cukup
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untuk memastikan keberlangsungan dan keberlanjutan program jaminan
kesehatan nasional.

Analisis yuridis pertimbangan penetapan keputusan pembukaan
Faskes JKN BPJS harus memperhatikan dengan seksama ketentuan-
ketentuan yang diatur dalam UU SJSN. Penting untuk memastikan
bahwa langkah-langkah yang diambil dalam pembukaan atau ekspansi
Faskes JKN BPJS tidak hanya memenuhi persyaratan hukum yang
diatur dalam UU SJSN, tetapi juga mendukung tujuan utama dari
program jaminan kesehatan nasional, yaitu memberikan perlindungan
sosial yang optimal bagi seluruh rakyat Indonesia. Dalam konteks ini,
analisis yang komprehensif dan menyeluruh sangat diperlukan untuk
memastikan bahwa keputusan yang diambil dapat memberikan manfaat
yang maksimal bagi masyarakat dan sistem kesehatan nasional secara

keseluruhan.

. .UU RI NO. 24 TAHUN 2011 Tentang Badan Penyelenggara

Jaminan Sosial

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2011 tentang
Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) adalah landasan hukum
yang mengatur pendirian dan fungsi BPJS sebagai lembaga yang
bertanggung jawab atas penyelenggaraan program jaminan sosial di
Indonesia, termasuk Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN). UU
ini menetapkan peran, kewenangan, dan tanggung jawab BPJS dalam
mengelola dan menyelenggarakan program-program jaminan sosial,
sertahak dan kewajiban peserta jaminan sosial. Dalam konteks
penetapan keputusan pembukaan Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama
(FKTP) JKN BPJS, analisis yuridis pertimbangan harus
mempertimbangkan secara cermat ketentuan-ketentuan yang diatur
dalam UU BPJS.

Salah satu aspek penting yang harus dipertimbangkan adalah prinsip
keterbukaan dan transparansi yang diatur dalam UU BPJS. UU ini

menekankan pentingnya keterbukaan informasi dan transparansi dalam
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penyelenggaraan program jaminan sosial, termasuk program jaminan
kesehatan. Dalam penetapan keputusan pembukaan Faskes JKN BPJS,
perlu dipastikan bahwa proses pengambilan keputusan dilakukan secara
terbuka dan transparan, serta melibatkan berbagai pihak yang terkait,
termasuk masyarakat dan pemangku kepentingan lainnya. Transparansi
dalam proses pengambilan keputusan akan meningkatkan akuntabilitas
dan kepercayaan publik terhadap program jaminan kesehatan nasional.

Analisis yuridis juga perlu memperhatikan ketentuan-ketentuan
mengenai hak peserta jaminan sosial yang diatur dalam UU BPJS. UU
ini menjamin hak peserta jaminan sosial untuk memperoleh pelayanan
kesehatan yang berkualitas, aman, dan terjangkau. Dalam penetapan
keputusan pembukaan Faskes JKN BPIS, perlu dipastikan bahwa
Faskes yang dibuka atau diperluas dapat memenuhi hak-hak tersebut
dan memberikan pelayanan kesehatan yang bermutu kepada peserta
JKN BPJS. Selain itu, perlu dipastikan juga bahwa akses peserta JKN
BPJS terhadap ‘layanan kesehatan tidak terhambat oleh adanya
pembukaan Faskes baru atau ekspansi Faskes yang sudah ada.

Ketentuan mengenai kerjasama antara BPJS dengan provider
layanan kesehatan juga merupakan hal yang perlu diperhatikan dalam
analisis yuridis. UU BPJS mengatur bahwa BPJS dapat melakukan
kerjasama ~dengan provider layanan kesehatan baik dalam bentuk
kerjasama komersial maupun non-komersial. Dalam - penetapan
keputusan pembukaan Faskes JKN BPIJS, perlu dipastikan bahwa
kerjasama tersebut dilakukan dengan memperhatikan kepentingan
peserta JKN BPJS-dan memberikan manfaat yang optimal bagi seluruh
pihak yang terlibat. Kerjasama antara BPJS dan provider layanan
kesehatan harus memenuhi standar kualitas yang ditetapkan dan tidak
mengorbankan kesejahteraan peserta JKN BPJS.

Analisis yuridis juga perlu memperhatikan ketentuan-ketentuan
mengenai pengawasan dan pengendalian yang diatur dalam UU BPJS.

UU ini menetapkan bahwa BPJS bertanggung jawab atas pengawasan
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dan pengendalian terhadap penyelenggaraan program jaminan sosial,
termasuk program jaminan kesehatan. Dalam penetapan keputusan
pembukaan Faskes JKN BPIJS, perlu dipastikan bahwa BPJS dapat
melakukan pengawasan yang efektif terhadap Faskes yang dibuka atau
diperluas, serta menerapkan mekanisme pengendalian yang dapat
memastikan bahwa pelayanan kesehatan yang disediakan sesuai dengan
standar yang ditetapkan.

Analisis yuridis pertimbangan penetapan keputusan pembukaan
Faskes JKN BPJS harus memperhatikan dengan seksama ketentuan-
ketentuan yang diatur dalam UU BPJS. Penting untuk memastikan
bahwa langkah-langkah yang diambil dalam pembukaan atau ekspansi
Faskes JKN BPJS tidak hanya memenuhi persyaratan hukum yang
diatur dalam UU BPJS, tetapi juga mendukung tujuan utama dari
program jaminan kesehatan nasional, yaitu memberikan perlindungan
sosial yang optimal bagi seluruh rakyat Indonesia. Dalam konteks ini,
analisis yang komprehensif dan menyeluruh sangat diperlukan untuk
memastikan bahwa keputusan yang diambil dapat memberikan manfaat
yang maksimal bagi masyarakat dan sistem kesehatan nasional secara

keseluruhan.

4.2 Pembahasan

1. Pengaturan Penetapan Pembukaan Fasilitas Kesehatan JKN-BPJS

Dalam konteks program JKN-BPJS (Jaminan Kesehatan Nasional-
Badan Penyelenggara Jaminan Sosial), pembahasan mengenai kriteria dan
persyaratan fasilitas kesehatan yang ingin menjadi penyedia layanan
melibatkan sejumlah aspek kunci yang-harus dipenuhi. Hal ini bertujuan
untuk memastikan bahwa fasilitas tersebut mampu memberikan pelayanan
kesehatan yang bermutu kepada peserta program. Fasilitas kesehatan yang
ingin menjadi penyedia layanan dalam program JKN-BPJS harus memiliki
kualifikasi tenaga medis yang memadai (Ramadhan et al., 2021). Ini

mencakup keberadaan dokter dan tenaga kesehatan yang berlisensi dan

40



berpengalaman dalam bidangnya. Kualifikasi ini penting untuk memastikan
bahwa pelayanan medis yang diberikan kepada peserta memiliki standar
yang tinggi dan sesuai dengan kebutuhan medis. Fasilitas kesehatan juga
harus memenuhi persyaratan terkait sarana dan prasarana. Ini mencakup
keberadaan fasilitas medis yang memadai seperti ruang perawatan,
peralatan medis yang diperlukan, fasilitas penunjang diagnosa, dan farmasi.

Sarana dan prasarana yang memadai diperlukan untuk mendukung
pelayanan kesehatan yang efektif dan aman bagi peserta. Fasilitas kesehatan
yang ingin bergabung dalam program JKN-BPJS harus mematuhi standar
pelayanan yang ditetapkan. Menurut (Kurnia & Mahdalena, 2022) Standar
ini_mencakup berbagai aspek, mulai dari prosedur medis, protokol
pengobatan, manajemen pasien, hingga penggunaan teknologi medis.
Mematuhi standar pelayanan adalah kunci untuk menjaga kualitas. dan
keselamatan pelayanan kesehatan yang diberikan kepada peserta. Fasilitas
kesehatan juga harus dapat diakses dengan mudah oleh peserta JKN-BPJS.
Lokasi, jam operasional, serta kemudahan akses transportasi menjadi
pertimbangan penting dalam penilaian fasilitas kesehatan.

Ketersediaan layanan juga harus, memadai agar peserta dapat
mendapatkan perawatan sesuai dengan kebutuhan medisnya. Fasilitas
kesehatan harus mematuhi semua ketentuan yang ditetapkan oleh BPJS
Kesehatan terkait dengan prosedur klaim, penggunaan sistem informasi,
pelaporan, dan administrasi lainnya. Kepatuhan terhadap ketentuan
program ini penting untuk menjaga keberlangsungan kerja sama antara
penyedia layanan dan BPJS Kesehatan (Kemenkes RI, 2019). Prosedur
pendaftaran - dan verifikasi fasilitas kesehatan oleh BPJS Kesehatan
merupakan tahapan krusial dalam mengintegrasikan penyedia layanan ke
dalam program JKN-BPJS. Tahapan ini mencakup sejumlah langkah yang
harus dipenuhi oleh fasilitas kesehatan sebelum dapat beroperasi sebagai
penyedia layanan resmi.

Fasilitas kesehatan yang berminat bergabung dalam program JKN-BPJS

harus mengajukan dokumen-dokumen yang diminta oleh BPJS Kesehatan.
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Dokumen ini meliputi izin operasional fasilitas kesehatan, lisensi tenaga
medis, rencana layanan yang akan disediakan, struktur organisasi, serta
informasi mengenai sarana dan prasarana yang dimiliki. Pengajuan
dokumen ini bertujuan untuk memberikan informasi lengkap kepada BPJS
Kesehatan terkait dengan kelayakan dan kapabilitas fasilitas kesehatan
sebagai penyedia layanan (Nurhayani & Rahmadani, 2019). Setelah
dokumen diajukan, BPJS Kesehatan akan melakukan inspeksi atau
peninjauan langsung ke fasilitas kesehatan yang bersangkutan. Inspeksi ini
melibatkan penilaian terhadap sarana dan prasarana, kualifikasi tenaga
medis, sistem manajemen, dan standar pelayanan yang dipatuhi.

Tujuan' dari inspeksi ini adalah untuk memastikan bahwa fasilitas
kesehatan memenuhi standar yang ditetapkan dan siap untuk memberikan
pelayanan - kepada peserta JKN-BPJS. BPJS  Kesehatan juga akan
melakukan verifikasi terhadap kepatuhan fasilitas kesehatan terhadap
standar yang berlaku. Menurut (Luluk, 2020) hal ini meliputi pengecekan
terhadap kepatuhan - terhadap regulasi kesehatan, standar pelayanan,
prosedur pengobatan, penggunaan teknologi-medis, dan aspek lain yang
menjadi. persyaratan dalam program JKN-BPJS. Verifikasi ini penting
untuk memastikan bahwa fasilitas kesehatan dapat memberikan pelayanan
yang bermutu dan sesuai dengan standar yang ditetapkan. Setelah melalui
proses ini dan terbukti memenuhi persyaratan, fasilitas kesehatan akan
mendapatkan persetujuan dari BPJS Kesehatan untuk menjadi penyedia
layanan dalam program JKN-BPJS.

Prosedur pendaftaran dan verifikasi ini merupakan langkah yang
penting dalam menjaga kualitas dan integritas layanan kesehatan yang
disediakan kepada peserta program. Hal ini juga menjadi upaya untuk
memastikan bahwa fasilitas kesehatan yang terlibat dalam program JKN-
BPJS memiliki komitmen terhadap pelayanan kesehatan yang berkualitas
dan terjangkau bagi masyarakat Indonesia. Proses penetapan tarif dimulai
dengan analisis biaya yang terkait dengan penyediaan layanan kesehatan

oleh fasilitas yang terlibat (MAHFUDZ, 2021). BPJS Kesehatan akan
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melakukan evaluasi terhadap biaya yang dikeluarkan oleh fasilitas
kesehatan untuk memberikan pelayanan kepada peserta JKN-BPJS.

Analisis ini mencakup biaya operasional, biaya tenaga medis, biaya
pengadaan obat dan alat medis, serta biaya administratif lainnya yang terkait
dengan penyediaan layanan kesehatan. Setelah melakukan analisis biaya,
BPJS Kesehatan akan melakukan negosiasi dengan penyedia layanan untuk
menetapkan tarif pelayanan yang adil dan berkelanjutan. Proses negosiasi
ini mencakup diskusi mengenai estimasi biaya, pemahaman terhadap
standar pelayanan yang akan diberikan, serta faktor-faktor lain yang dapat
mempengaruhi penetapan tariff (Setiawan, 2019). Tujuan dari negosiasi ini
adalah untuk mencapai kesepakatan yang menguntungkan bagi kedua belah
pihak, yaitu BPJS Kesehatan sebagai pengelola program dan penyedia
layanan sebagai pelaksana pelayanan kesehatan. Proses penetapan tarif juga
memperhatikan aspek = keseimbangan -antara kualitas layanan dan
keberlanjutan program.

Tarif yang ditetapkan harus  mampu- mencakup biaya penyediaan
layanan kesehatan yang berkualitas, namun juga harus terjangkau dan dapat
dipertanggungjawabkan dari sisi keuangan program JKN-BPJS. Hal ini
membutuhkan kerja sama dan komitmen dari kedua belah pihak untuk
mencapai solusi yang optimal. Setelah penetapan tarif, BPJS Kesehatan
akan terus memantau dan mengevaluasi kinerja penyedia layanan serta
dampak dari tarif yang telah ditetapkan. Menurut (Loo, 2020) Monitoring
ini dilakukan untuk memastikan bahwa tarif yang berlaku masih relevan dan
mampu mendukung ketersediaan layanan kesehatan yang berkualitas bagi
peserta JKN-BPJS. Evaluasi secara berkala juga dapat membantu dalam
menyesuaikan tarif sesuai dengan perubahan biaya dan kebutuhan layanan.

Monitoring dan evaluasi kinerja fasilitas kesehatan merupakan upaya
penting yang dilakukan oleh BPJS Kesehatan dalam menjaga dan
meningkatkan kualitas layanan kesehatan bagi peserta JKN-BPJS. Proses
ini mencakup sejumlah aspek yang bertujuan untuk memastikan bahwa

fasilitas kesehatan yang menjadi penyedia layanan dalam program tersebut
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tetap memenuhi standar dan memberikan pelayanan yang berkualitas. BPJS
Kesehatan melakukan monitoring secara berkala terhadap kualitas layanan
yang diberikan oleh fasilitas kesehatan kepada peserta JKN-BPJS (Ekawati
& Nurhalimah, 2022). Hal ini dilakukan melalui survei kepuasan peserta,
audit terhadap prosedur medis dan pelayanan yang diberikan, serta evaluasi
terhadap tingkat kepuasan dan pengalaman peserta selama mendapatkan
pelayanan. Tujuan dari monitoring ini adalah untuk memastikan bahwa
fasilitas kesehatan memberikan pelayanan yang bermutu dan sesuai dengan
standar yang telah ditetapkan.

Selain monitoring kualitas layanan, BPJS Kesehatan juga melakukan
evaluasi terhadap kinerja secara menyeluruh dari fasilitas kesehatan yang
menjadi penyedia layanan JKN-BPJS. Evaluasi ini mencakup berbagai
aspek,seperti jumlah dan kualitas layanan yang disediakan, tingkat
kepatuhan terhadap prosedur medis dan standar pelayanan, ketersediaan
tenaga medis dan fasilitas penunjang, serta aspek keuangan terkait dengan
pengelolaan klaim dan tarif pelayanan (Loo, 2020). Hasil dari evaluasi ini
digunakan untuk memberikan umpan balik kepada penyedia layanan dan
membantu dalam melakukan perbaikan atau pengembangan lebih lanjut.
Hasil monitoring dan evaluasi kinerja fasilitas kesehatan menjadi dasar
untuk melakukan tindak lanjut dan perbaikan yang diperlukan. BPJS
Kesehatan bekerja sama dengan penyedia layanan untuk mengidentifikasi
area-area yang perlu ditingkatkan dan menyusun rencana tindak lanjut untuk
meningkatkan kualitas layanan.

Proses perbaikan ini dapat meliputi pelatihan tenaga medis, peningkatan
infrastruktur fasilitas kesehatan, atau peningkatan sistem administrasi dan
manajemen klaim. Monitoring dan evaluasi kinerja fasilitas kesehatan
dilakukan dengan prinsip transparansi dan akuntabilitas. Hasil evaluasi
disampaikan secara terbuka kepada pihak terkait, termasuk peserta JKN-
BPJS, untuk memberikan informasi mengenai kualitas layanan dan kinerja
penyedia layanan (Luluk, 2020). Hal ini bertujuan untuk meningkatkan
akuntabilitas penyedia layanan dan memastikan bahwa peserta JKN-BPJS
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mendapatkan pelayanan kesehatan yang terbaik. Pemberian sanksi dan
insentif merupakan strategi yang digunakan oleh BPJS Kesehatan dalam
mengelola dan mengawasi penyedia layanan kesehatan yang terlibat dalam
program JKN-BPJS.

Dua pendekatan ini bertujuan untuk mendorong kepatuhan terhadap
standar pelayanan dan meningkatkan kualitas layanan yang diberikan
kepada peserta. BPJS Kesehatan memiliki kewenangan untuk memberikan
sanksi kepada fasilitas kesehatan yang tidak memenuhi standar atau
melanggar ketentuan yang berlaku dalam penyelenggaraan program JKN-
BPJS. Sanksi ini dapat berupa peringatan tertulis, penangguhan sementara
dalam menerima peserta JKN-BPJS, atau bahkan pencabutan status sebagai
penyedia layanan jika pelanggaran yang dilakukan sangat serius (Nurhayani
& Rahmadani, 2019)." Tujuan dari pemberian sanksi adalah untuk
mendorong perbaikan dan kepatuhan terhadap standar pelayanan yang telah
ditetapkan, sehingga. peserta JKN-BPJS. tetap mendapatkan pelayanan
kesehatan - yang berkualitas. ~ Sebaliknya, ~ fasilitas  kesehatan yang
menunjukkan kinerja yang baik dan memenuhi atau melebihi standar yang
ditetapkan oleh BPJS  Kesehatan dapat diberikan insentif sebagai
penghargaan atas kontribusinya terhadap program JKN-BPJS.

Insentif ini dapat berupa insentif finansial, peningkatan alokasi pasien,
atau pengakuan publik atas prestasinya. Pemberian insentif bertujuan untuk
memberikan dorongan positif kepada penyedia layanan yang berkinerja
baik, sehingga mereka terus menjaga dan meningkatkan standar pelayanan
kesehatan. Menurut (Kemenkes RI, 2019) Melalui pendekatan pemberian
sanksi dan-insentif, BPJS Kesehatan berupaya menciptakan lingkungan
yang mendukung untuk meningkatkan kualitas layanan kesehatan bagi
peserta JKN-BPJS. Sanksi dan insentif menjadi instrumen penting dalam
pengawasan dan manajemen penyedia layanan kesehatan, serta mendorong
terciptanya kompetisi sehat di antara penyedia layanan untuk meningkatkan
mutu pelayanan. Selain itu, pendekatan ini juga mengedepankan prinsip

akuntabilitas dan transparansi dalam menjalankan program JKN-BPJS,
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sehingga peserta dan masyarakat dapat memperoleh manfaat yang optimal
dari program ini.

BPJS Kesehatan secara aktif mengembangkan strategi penyebaran
fasilitas kesehatan di berbagai wilayah untuk mencakup daerah yang luas.
Hal ini dilakukan dengan mendirikan dan mengakreditasi lebih banyak
fasilitas kesehatan di lokasi strategis, termasuk di daerah terpencil atau
pedalaman yang sebelumnya kurang terjangkau. Menurut (Kurnia &
Mahdalena, 2022) Dengan adanya fasilitas kesehatan yang tersebar luas,
peserta JKN-BPJS dapat lebih mudah mengakses layanan kesehatan tanpa
harus melakukan perjalanan jauh. BPJS Kesehatan juga berkomitmen untuk
meningkatkan kualifikasi dan kapasitas penyedia layanan yang sudah ada,
sehingga mereka dapat memberikan pelayanan yang berkualitas sesuai
dengan standar yang ditetapkan. Ini termasuk pelatihan tenaga medis,
pengadaan peralatan medis yang memadai, dan peningkatan infrastruktur
fasilitas kesehatan yang sudah ada.

Dengan meningkatkan kompetensi penyedia layanan yang sudah ada,
BPJS Kesehatan dapat memastikan bahwa peserta JKN-BPJS mendapatkan
pelayanan yang optimal di berbagai lokasi. BPJS Kesehatan menjalin kerja
sama dengan pihak swasta dan pemerintah daerah dalam mengembangkan
jaringan provider. Menurut (Ramadhan et al., 2021) Kerja sama ini
mencakup penyediaan insentif atau fasilitasi untuk mendirikan fasilitas
kesehatan baru di daerah tertentu, serta pengadaan layanan kesehatan
melalui kontrak dengan pihak swasta. Dengan kolaborasi yang baik, BPJS
Kesehatan dapat memperluas jangkauan layanan kesehatan secara efektif.
Melalui strategi pengembangan jaringan provider ini, BPJS Kesehatan
bertujuan untuk meningkatkan aksesibilitas dan kualitas layanan kesehatan
bagi peserta JKN-BPJS di seluruh Indonesia. Dengan cakupan yang luas
dan penyedia layanan yang berkualitas, diharapkan program JKN-BPJS
dapat memberikan manfaat yang maksimal bagi masyarakat dalam

mendapatkan pelayanan kesehatan yang terjangkau dan berkualitas.
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2. Keadilan Hukum Dan Manfaat Hukum Dalam Pengambilan

Keputusan Kerjasama Fasilitas Kesehatan dengan BPJS

Keadilan hukum dan akses pelayanan kesehatan melalui program
jaminan kesehatan seperti BPJS (Badan Penyelenggara Jaminan Sosial)
sangat relevan dalam konteks memastikan bahwa setiap individu
mendapatkan hak yang sama untuk mendapatkan layanan kesehatan yang
berkualitas tanpa adanya diskriminasi. Menurut (Kemenkes RI, 2019)
prinsip ini menegaskan bahwa akses terhadap pelayanan kesehatan
seharusnya tidak tergantung pada status sosial, ckonomi, atau faktor lainnya
yang dapat mengakibatkan ketidaksetaraan dalam mendapatkan perawatan
medis yang dibutuhkan. Lembaga seperti BPJS memiliki peran penting
dalam mewujudkan kesetaraan akses ini dengan menyediakan layanan
kesehatan yang terjangkau dan memadai bagi peserta program jaminan
kesehatan.

Prinsip keadilan hukum dalam konteks ini mengandung makna bahwa
tidak hanya hak setiap-individu untuk mendapatkan pelayanan kesehatan
yang layak harus-dijamin, tetapi juga bahwa penyelenggara layanan
kesehatan harus bertanggung jawab untuk memberikan layanan tanpa
diskriminasi berdasarkan latar belakang sosial atau ekonomi peserta.
Menurut (Agiwahyuanto et al., 2021) dengan memastikan keadilan hukum
dalam akses pelayanan kesehatan, program jaminan kesehatan seperti BPJS
dapat berperan sebagai instrumen untuk mengurangi disparitas dalam
layanan kesehatan ~dan mendorong pemerataan akses bagi seluruh
masyarakat. Manfaat hukum dalam konteks ini mencakup perlindungan
hukum yang diberikan kepada fasilitas kesehatan dan BPJS, yang tercermin
dalam hak dan kewajiban yang diatur secara jelas dalam perjanjian atau
kerjasama yang dilandasi oleh undang-undang atau peraturan yang berlaku.

Perjanjian antara fasilitas kesehatan dengan BPJS memberikan
perlindungan terhadap hak-hak masing-masing pihak. Fasilitas kesehatan
memiliki hak untuk menerima pembayaran yang tepat waktu dan sebanding

dengan layanan yang diberikan kepada peserta BPJS. Di sisi lain, BPJS
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memiliki hak untuk menegakkan standar kualitas pelayanan yang diberikan
oleh fasilitas kesehatan kepada peserta (Mas’udin, 2017). Manfaat hukum
juga tercermin dalam penetapan kewajiban yang jelas bagi kedua belah
pihak. Fasilitas kesehatan memiliki kewajiban untuk menyediakan layanan
kesehatan yang bermutu dan sesuai dengan standar yang ditetapkan. BPJS
memiliki kewajiban untuk memberikan pembayaran atas layanan tersebut
secara tepat waktu dan memastikan bahwa peserta menerima pelayanan
sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Dalam kerangka kerjasama yang diatur secara hukum, terdapat
mekanisme - penyelesaian sengketa yang dapat digunakan jika terjadi
perselisihan antara kedua belah pihak. Hal ini memberikan jaminan bahwa
setiap perselisihan dapat diselesaikan dengan adil dan transparan sesuai
dengan hukum yang berlaku. Menurut (Zahara et al., 2021) manfaat hukum
dalam perjanjian dan kerjasama antara fasilitas kesechatan dengan BPJS
sangat penting dalam- memastikan bahwa kerjasama tersebut berjalan
dengan lancar dan sesuai dengan prinsip-prinsip hukum yang berlaku.
Dengan demikian, kedua belah pihak dapat menjalankan perannya secara
efektif dalam mendukung program jaminan kesehatan dan memberikan
pelayanan kesehatan yang berkualitas kepada masyarakat.

Pengaturan tarif pelayanan kesehatan dalam konteks keadilan hukum
menjadi aspek penting dalam pembahasan terkait program BPJS. Hal ini
menyangkut upaya untuk menetapkan tarif yang adil dan berkeadilan bagi
fasilitas kesehatan yang terlibat dalam program tersebut, serta menangani
perselisihan tarif dengan cara yang transparan dan sesuai dengan prinsip-
prinsip hukum vyang berlaku. Pengaturan tarif pelayanan kesehatan
bertujuan untuk memastikan bahwa fasilitas kesehatan mendapatkan
pembayaran yang sebanding dengan layanan yang mereka berikan kepada
peserta BPJS. Penetapan tarif harus memperhitungkan biaya riil yang
dikeluarkan oleh fasilitas kesehatan untuk memberikan pelayanan

kesehatan yang bermutu kepada peserta (Wulan et al., 2022).
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Prinsip keadilan hukum mengamanatkan bahwa tarif yang ditetapkan
harus adil, tidak merugikan pihak mana pun, dan mencerminkan nilai
sebenarnya dari layanan yang diberikan. Pembahasan tentang pengaturan
tarif juga mencakup peninjauan aturan tarif yang berlaku. Ini melibatkan
proses evaluasi dan pembaruan secara berkala terhadap struktur tarif
berdasarkan pertimbangan biaya, efisiensi, dan keadilan (Sukardi, 2016).
Peninjauan ini penting untuk memastikan bahwa tarif yang ditetapkan tetap
relevan dan sesuai dengan kondisi serta kebutuhan aktual di lapangan.
Dalam kasus perselisihan tarif antara fasilitas kesehatan dengan BPJS,
pendekatan yang diambil harus didasarkan pada prinsip-prinsip hukum yang
adil dan transparan. BPJS harus melibatkan fasilitas kesehatan secara
terbuka untuk menyelesaikan perselisihan tersebut.

Proses penyelesaian sengketa harus mempertimbangkan argumen. dan
bukti dari kedua belah pihak secara obyektif, dengan memastikan bahwa
keadilan 'dan kewajaran tetap = dijunjung tinggi. Dengan demikian,
pengaturan tarif pelayanan kesehatan dalam kerangka program BPJS harus
mempertimbangkan- prinsip keadilan hukum untuk memastikan bahwa
fasilitas kesehatan mendapatkan penggantian biaya yang wajar atas layanan
yang diberikan kepada peserta (Cindy Mutia Annur, 2023). Proses
peninjauan dan penanganan perselisihan tarif harus dilakukan secara
transparan dan didasarkan pada prinsip-prinsip hukum yang berlaku guna
mencapai tujuan akhir dari program jaminan kesehatan @ini, yaitu
memberikan akses layanan kesehatan yang berkualitas kepada seluruh
masyarakat.

Perlindungan hukum terhadap peserta JKN-BPJS merupakan aspek
krusial dalam memastikan keadilan akses dan pelayanan kesehatan yang
berkualitas bagi masyarakat. Pembahasan mengenai keadilan hukum ini
melibatkan perlindungan hak-hak peserta dalam menerima pelayanan
kesehatan sesuai dengan standar yang telah ditetapkan, serta menjamin
adanya mekanisme untuk melindungi hak-hak mereka. Salah satu aspek

penting dari perlindungan hukum terhadap peserta JKN-BPJS adalah hak
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untuk mendapatkan informasi yang jelas tentang manfaat yang mereka
peroleh dari program ini (Mariyam, 2018). Peserta memiliki hak untuk
memahami ruang lingkup cakupan layanan yang mereka terima, termasuk
hak-hak yang melekat dalam program tersebut.

Informasi yang jelas dan mudah dipahami adalah kunci dalam
memastikan bahwa peserta dapat menggunakan manfaat program dengan
tepat dan efektif. Perlindungan hukum juga mencakup hak peserta untuk
menerima pelayanan kesehatan yang berkualitas sesuai dengan standar yang
telah ditetapkan. -~ Menurut (Nurhayani & Rahmadani, 2019) peserta
memiliki hak untuk mendapatkan perawatan medis yang memenuhi standar
keamanan dan kualitas, tanpa diskriminasi atau penundaan yang tidak wajar.
Mekanisme evaluasi kinerja penyedia layanan juga menjadi bagian penting
dalam memastikan pelayanan yang berkualitas bagi peserta. Selain itu,
perlindungan hukum terhadap peserta JKN-BPJS juga mencakup hak untuk
mengajukan gugatan atau komplain jika hak-hak mereka dilanggar atau jika
mereka mengalami ketidakpuasan terhadap pelayanan yang diterima.

Peserta memiliki -hak untuk menyampaikan keluhan mereka secara
terbuka dan mendapatkan respons yang memadai dari pihak terkait. Proses
penyelesaian  sengketa harus = dilakukan secara adil dan transparan.
Perlindungan hukum ini juga mencakup upaya untuk mencegah praktik-
praktik yang merugikan peserta, seperti penolakan pelayanan tanpa alasan
yang jelas atau penundaan penanganan medis yang kritis. Peserta memiliki
hak untuk dilayani tanpa diskriminasi berdasarkan jenis kelamin, usia, status
sosial, atau kondisi kesehatan (Mariyam, 2018). Pemenuhan standar dan
akreditasi oleh fasilitas kesehatan adalah hal yang penting dalam konteks
kerjasama dengan BPJS untuk menyediakan layanan kesehatan kepada
peserta JKN-BPJS. Pembahasan ini mencakup evaluasi terhadap
pemenuhan standar pelayanan kesehatan, kualifikasi tenaga medis,
infrastruktur, dan prosedur operasional yang harus dipenuhi oleh fasilitas

kesehatan agar dapat menjadi mitra BPJS.
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Aspek pemenuhan standar pelayanan kesehatan menjadi fokus utama
dalam pembahasan ini. Fasilitas kesehatan yang ingin bermitra dengan
BPJS harus memastikan bahwa mereka mematuhi standar pelayanan
kesehatan yang telah ditetapkan. Ini termasuk penyediaan layanan medis
yang aman, efektif, dan berkualitas sesuai dengan protokol medis yang
berlaku (Nurhayani & Rahmadani, 2019). Evaluasi ini bertujuan untuk
menjamin bahwa peserta JKN-BPJS menerima perawatan yang memenuhi
standar yang diperlukan. Evaluasi terhadap kualifikasi tenaga medis juga
menjadi bagian penting dari pemenuhan standar dan akreditasi. Fasilitas
kesehatan harus memiliki tenaga medis yang memiliki. kualifikasi dan
kompetensi yang sesuai untuk memberikan layanan medis kepada peserta
JKN-BPIJS.

Hal ini mencakup dokter, perawat, dan tenaga medis lainnya yang harus
memiliki sertifikasi dan pelatihan yang memadai sesuai dengan spesialisasi
mereka. Selain itu, aspek infrastruktur juga dievaluasi dalam pembahasan
ini. Fasilitas kesehatan harus memiliki infrastruktur yang memadai untuk
mendukung penyediaan layanan kesehatan yang efektif. Ini meliputi
fasilitas. ruang rawat inap dan ruang operasi yang memenuhi standar
keamanan dan sanitasi, serta tersedianya peralatan medis yang diperlukan.
Prosedur operasional juga menjadi perhatian dalam pemenuhan standar dan
akreditasi. Fasilitas kesehatan harus memiliki prosedur operasional yang
jelas dan terdokumentasi untuk memastikan efisiensi dan keamanan
layanan. Ini termasuk prosedur penanganan keadaan darurat, manajemen
data pasien, dan koordinasi antara berbagai unit layanan di dalam fasilitas.

Dengan - pemenuhan  standar dan akreditasi yang tepat, fasilitas
kesehatan dapat memastikan bahwa mereka siap bekerja sama dengan BPJS
dan memberikan layanan kesehatan yang berkualitas kepada peserta JKN-
BPJS. Evaluasi yang ketat terhadap pemenuhan standar ini juga bertujuan
untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam pelayanan
kesehatan, sehingga memberikan kepercayaan kepada masyarakat terkait

dengan program jaminan kesehatan nasional ini (Setiawan, 2019).

51



BAB YV
PENUTUP
5.1 Kesimpulan

Pembukaan fasilitas Kesehatan yang dapat diterima sebagai provider JKN
BPIJS telah diatur dalam Pasal 69 ayat (1) dan Pasal 73 ayat (1) dan ayat (2)
Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 serta peraturan Menteri Kesehatan 71
tahun 2013 dan peraturan kepala BPJS. Semua peraturan ini menginsaratkan adanya
persyaratan persyaratan tertentu terhadap persetujuan sebuah fasiltas Kesehatan
baru sebagai provider JKN BPJS.Dalam aturan tersebut diatas dipersyaratkan
pemenuhan terhadap sejumlah kriteria seperti kualifikasi tenaga medis,persyaratan
minimal sarana prasarana serta kelengkapan standar operasional prosedur (SOP)
termasuk kepatuhan terhadap standar pelayanan.

Masalah besar yang ditemukan adalah adanya pertimbangan pertimbangan
lain non teknis yang masih mewarnai Keputusan penetapan pembukaan fasilitas
Kesehatan JKN BPJS yang sebetulnya bertentangan dengan pengaturan yang sudah
ada.Prinsip keadilan hukum menjadi landasan dalam kerjasama antara fasilitas
kesehatan dan BPJS Kesehatan. Keadilan hukum- yang dimaksud adalah
keseimbangan antara hak hak dan kewajiban provider JKN BPJS sebagai pelaksana
pelayanan di lapangan dengan hak dan kewajiban yang diberikan oleh JKN BPJS
secara proposional berimbang dan bermanfaat sesuai peraturan perundangan.

Perlindungan hukum terhadap JKN-BPJS dalam memberikan pelayanan
kesehatan yang berkualitas menjadi prioritas, termasuk dalam mekanisme
penyelesaian  sengketa dan pengaturan tarif yang adil. Manfaat hukum dari
kerjasama ini mencakup perlindungan hak dan kewajiban yang jelas bagi kedua
belah pihak, serta pengaturan-mekanisme penyelesaian sengketa yang transparan,
hal hal ini merupakan manfaat hukum dari kerjasama antar provider dan JKN BPJS
dalam kerangka besar pemenuhan hak hak publik.

5.2 Saran
Berdasarkan uraian mengenai pengaturan penetapan pembukaan fasilitas

kesehatan dalam program JKN-BPJS serta keadilan hukum dan manfaat hukum
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dalam kerjasama antara fasilitas kesehatan dengan BPJS, terdapat beberapa saran
yang dapat diusulkan:
1. Saran untuk Pengaturan Penetapan Pembukaan Fasilitas Kesehatan JKN-

BPJS

e BPJS Kesehatan perlu meningkatkan transparansi terkait kriteria dan
persyaratan pembukaan fasilitas kesehatan sebagai penyedia layanan JKN-
BPIJS kepada masyarakat dan fasilitas kesehatan. Komunikasi yang jelas akan
memudahkan fasilitas kesehatan dalam memahami dan memenuhi standar
yang ditetapkan.

e BPJS Kesehatan sebaiknya memberikan dukungan dan pelatihan kepada
fasilitas kesehatan yang ingin bergabung dalam program JKN-BPJS, terutama
terkait pemahaman akan prosedur pendaftaran, persyaratan kualifikasi, dan
standar pelayanan yang harus dipatuhi.

e Proses pendaftaran dan verifikasi fasilitas kesehatan perlu dioptimalkan
untuk memastikan kecepatan dan kelancaran integrasi fasilitas ke dalam
program. BPJS Kesehatan dapat mempertimbangkan penggunaan teknologi
untuk mempermudah proses ini.

e BPJS Kesehatan dapat memberikan insentif kepada fasilitas kesehatan yang
berkinerja baik dan memenuhi standar pelayanan. Dukungan keuangan yang
tepat juga diperlukan untuk membantu fasilitas kesehatan dalam memperbaiki
dan meningkatkan kualitas layanan.

2. Saran untuk Keadilan Hukum dan Manfaat Hukum dalam Kerjasama

Fasilitas Kesehatan dengan BPJS:

e Penting bagi BPJS Kesehatan dan fasilitas kesehatan untuk menyusun
perjanjian kerjasama yang jelas dan komprehensif. Perjanjian ini harus
mencakup hak, kewajiban, dan mekanisme penyelesaian sengketa secara
detail.

o BPJS Kesehatan dapat mengembangkan mekanisme penyelesaian sengketa
yang efektif dan transparan, sehingga setiap perselisihan antara kedua belah

pihak dapat diselesaikan dengan adil dan sesuai dengan hukum yang berlaku.
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e BPJS Kesehatan perlu meningkatkan akses informasi kepada peserta JKN-
BPIJS terkait hak-hak mereka dalam mendapatkan pelayanan kesehatan yang
berkualitas. Informasi yang jelas akan memungkinkan peserta untuk
memanfaatkan manfaat program dengan lebih baik.

e Diperlukan penguatan pengawasan dan evaluasi terhadap kinerja fasilitas
kesehatan yang menjadi mitra BPJS. Hal ini bertujuan untuk memastikan

bahwa standar pelayanan dan kualitas layanan terus terjaga dan ditingkatkan.

54



